TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  PENYALAHGUNAAN PENIMBUNAN MINYAK DAN GAS BUMI  ( Studi Kasus Putusan Nomor 35/ Pid.B/ 2014/ PN.Pangkajene) by ASIS, DARMAWANGSA
SKRIPSI 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENYALAHGUNAAN PENIMBUNAN MINYAK DAN GAS BUMI 
( Studi Kasus Putusan Nomor 35/ Pid.B/ 2014/ PN.Pangkajene) 
 
 
 
Oleh : 
DARMAWANGSA ASIS 
B 111 11 165 
 
BAGIAN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2015 
i 
 
HALAMAN JUDUL 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENYALAHGUNAAN PENIMBUNAN MINYAK DAN GAS 
BUMI 
( Studi Kasus Putusan Nomor 35/ Pid.B/ 2014/ 
PN.Pangkajene) 
 
Oleh: 
DARMAWANGSA ASIS 
B 111 11 165 
 
 
SKRIPSI 
Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian 
Studi Sarjana Dalam Bagian Hukum Pidana 
Program Studi Ilmu Hukum 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR 
2015 
 
ii 
 
PENGESAHAN SKRIPSI 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENGGELAPAN DALAM JABATAN 
(Studi Kasus Putusan Nomor 1290/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks) 
 
Disusun dan diajukan oleh: 
FITRIANI IRIANTI 
B111 11 124 
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam 
rangka penyelesaian studi program sarjana Bagian Hukum Pidana 
Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Pada Hari, Februari 2015 
Dan Dinyatakan Diterima 
 
Panitia Ujian 
Ketua       Sekretaris 
 
Prof. Dr. H.M.Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.       Abd.Asis, S.H.,M.H 
           NIP: 196207111987031001   NIP: 19620618198903102 
 
An. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 
 
 
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. 
                                    NIP : 19610607 198601 1 00 
iii 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa : 
NAMA    : DARMAWANGSA ASIS 
NOMOR INDUK  : B 111 11 165 
BAGIAN   : HUKUM PIDANA 
JUDUL :Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Penimbunan Minyak dan Gas 
Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 35/ Pid.B/ 
2014/ PN.Pangkajene)  
 
       Makassar,    Agustus 2015 
Mengetahui, 
Pembimbing I  Pembimbing II 
 
 
 
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S            Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H 
NIP: 195903171987031002            NIP: 198007102006041001 
 
 
iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
ABSTRAK 
Darmawangsa Asis  (B111 11 165) “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak 
Pidana Penimbunan Minyak dan Gas Bumi Bersubsidi” (Studi Kasus 
Putusan Nomor 35/ Pid.B/ 2014/ PN.Pangkajene). Dibimbing oleh 
Muhadar sebagai Pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing 
II. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama 
untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana penimbunan minyak dan gas bumi bersubsidi dalam Putusan 
Nomor  35/ Pid.B/ 2014/ PN. Pangkajene dan yang kedua untuk 
mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan 
hukuman sebagaimana dalam Putusan Nomor 35/ Pid.B/ 2014/ PN. 
Pangkajene.  
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkajene dengan 
metode penelitian yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan 
cara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan 
(field research). Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara 
hakim sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature, 
peraturan perundang-undangan, dokumen, serta pendapat para ahli yang 
berhubungan dengan pembahasan penulisan ini. 
Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa: (1) jaksa penuntut 
umum dalam membuat surat dakwaan sudah tepat menganalis sebuah 
kasus yang berpatokan terhadap undang-undang yang sifatnya positivism 
dalam mengambil sebuah analisis dalam menjatuhkan terdakwa yang 
sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan. (2) pertimbangan oleh 
mejelis hakim di hadapan pengadilan dalam mengambil keputusan salah 
benarnya terdakwa sudah sesuai dengan pandangan sosiologis dan 
normatif hakim.  
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945   
(selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) menegaskan bahwa Negara 
Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum dibuat atas dasar adanya 
wilayah dan masyarakat yang terbentuk di dalam Negara oleh karena itu 
kita sebagai warga Negara yang taat akan peraturan harus berpedoman 
pada aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Hukum disebut 
juga sebagai pranata sosial yang menjadi fungsi sebagai alat untuk 
mengatur masyarakat, disini ditegaskan juga bahwa peraturan yang telah 
dibentuk di dalam pemerintahan harus memberikan manfaat bagi 
masyarakat dan Negara.    
Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata 
tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat 
persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas 
dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan 
individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu 
penyesuaian dan/atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk 
penyimpangan dan/atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah 
pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Kejahatan merupakan 
fenomena kehidupan di masyarakat, karena kejahatan juga masalah 
kemanusiaan yang berupa kenyataan sosial. Dimana penyebabnya 
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kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam 
pergaulan hidup bermasyarakat. Sedangkan siklus angka kejahatan 
tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi 
dan  budaya.  
Dapat dipahami bahwa fenomena kejahatan yang sering terjadi 
atau dialami masyarakat sangatlah tidak mudah untuk dihindari, karena 
kejahatan bisa saja terjadi karena tidak adanya kesadaran bahwa 
kejahatan akan menimbulkan dampak negatif buat masyarakat, apakah 
kejahatan yang merugikan sebagian individu saja, ataupun dapat 
merugikan Negara.  
Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum 
dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya, 
permasalahan yang sering terjadi yang diakibatkan oleh  kejahatan, perlu 
mengambil inisiatif bahwa perilaku menyimpang ini sangatlah perlu 
mengambil sikap bahwa kejahatan yang mengakibatkan kerugian dari 
individu tersebut akan membawa dampak yang buruk. Oleh karena itu, 
dari pihak yang berwewenang menangani kasus seperti kejahatan yang 
sering terjadi, agar lebih meningkatkan kualitas kinerja untuk mengatasi 
permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keseimbagan Negara 
yang berpedoman bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 
Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan 
aspirasi-aspirasi materil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial 
yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang 
3 
 
melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-
barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya 
dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. 
Dengan kata lain bisa dikatakan: terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, 
dan pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, 
maka peristiwa seperti ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan 
tindak kriminal, atau jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi 
dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi “maladjustment” 
ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis), yang 
mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana. 
Kriminalitas dan/atau kejahatan bukanlah suatu peristiwa herediter 
(bawaan sejak lahir/ warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. 
Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Tindak 
kejahatan bisa dilakukan tanpa dipikirkan ,direncanakan dan diarahkan 
pada satu maksud tertentu secara sadar dan benar. Demikianlah dapat di 
katakan atas dorongan oleh impuls-impuls yang hebat, paksaan yang 
sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan obsesi-obsesi, atau kejahatan bisa 
juga dilakukan, misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan 
hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, 
sehingga terjadi peristiwa kejahatan.  
Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu, kasus 
kejahatan pelangaran penimbunan BBM (selanjutnya disingkat BBM) yang 
dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertangung jawab, yang 
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berdampak bagi semua kalangan yang membutuhkan BBM.  Migas yang 
merupakan Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara dan 
merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting 
dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting 
maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin agar dapat 
dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat. Demikian menurut Pasal 33 ayat (2) UUD NKRI 1945, yang 
berbunyi: 
Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat 
(3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 
Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat.  
 
Setiap kegiatan usaha selalu berhubungan dengan kegiatan 
pendistribusian terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. 
Produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha yaitu berupa barang dan 
jasa. Oleh karena itu, perusahaan dapat dikatakan berhasil jika melakukan 
kegiatan proses distribusi produknya, apabila pihak perusahaan menjadi 
permasalahan global karena keterbatasan jumlah yang tersedia. Terutama 
setelah berkembangnya teknologi industrial dan transportasi yang 
semakin meningkatkan jumlah permintaan Migas.  
Migas merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara 
dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga 
pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin. Dalam upaya 
menciptakan kegiatan usaha Migas guna untuk mewujudkan peningkatan 
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kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan UU (selanjutnya 
disingkat UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. yang memberikan 
landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan 
usaha Migas.  
Pembangunan Nasional Indonesia diarahkan untuk mewujudkan 
kesejahteraan sosial dengan melakukan reformasi di segala bidang 
kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 
NKRI 1945. Minyak merupakan Sumber Daya Alam strategis yang tidak 
dapat diperbaharui, yang dikuasai oleh Negara serta merupakan 
komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan 
mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, 
pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar dan penghasil 
devisa Negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara 
maksimal agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat.  
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM, maka Negara 
menunjuk PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara 
(selanjutnya disingkat BUMN) yang secara khusus menangani masalah 
pengelolaan dan pendistribusian BBM, seperti premium, pertamax, solar, 
avtur dan minyak tanah (kerosene). Dewasa ini kebutuhan masyarakat 
terhadap BBM makin meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan 
transportasi. Kebutuhan BBM ini dapat diperoleh masyarakat melalui 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (selanjutnya disingkat 
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SPBU). Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan BBM 
tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi BBM.  
Subsidi BBM diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan 
ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan 
mudah. Sebenarnya pada BBM, pemerintah bisa dikatakan tidak 
melakukan subsidi karena biaya produksinya justru dibawah harga yang 
ditetapkan, namun kebutuhan nasional lebih banyak dari produksi 
nasional, untuk itulah Pemerintah harus melakukan impor dengan harga 
minyak dunia yang jauh lebih mahal daripada harga yang diterapkan. 
Sebenarnya yang diimpor ini juga tidak disubsidi karena Pemerintah juga 
menerapkan harga yang berbeda bagi industri.  
Subsidi yang dimaksud di sini adalah Pemerintah menjual minyak 
kepada masyarakat umum dengan harga di bawah harga minyak dunia. 
Hal ini dilakukan karena BBM merupakan komoditas yang sangat vital dan 
bisa menyebabkan kenaikan harga pada bidang lainnya. Oleh karena itu, 
jika subsidi dihapuskan dan harga BBM meningkat, sebagai 
konsekuensinya tentu akan menimbulkan dampak distribusi. Kelompok 
masyarakat yang dapat melakukan respons dengan cepat akan relatif 
tidak terlalu dirugikan. Namun untuk masyarakat yang lebih lambat 
kemampuannya dalam melakukan respons karena keterbatasan 
pendapatan, tabungan dan kepemilikan aset, dan alasan struktural 
lainnya, mereka akan kesulitan mempertahankan tingkat 
kesejahteraannya. Golongan masyarakat inilah yang sesungguhnya 
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sangat rentan dan dirugikan jika subsidi BBM dikurangi apabila tidak 
diikuti suatu kebijakan yang dapat mengkompensasi penurunan 
kesejahteraan yang dialami masyarakat tersebut.  
Melihat tujuan dari subsidi BBM yang dilakukan oleh Pemerintah 
menunjukkan bahwa subsidi dilakukan untuk membantu warga negara 
yang kurang mampu, namun dalam prakteknya ternyata disalahgunakan 
oleh kalangan kelas menengah maupun kelas atas. Hal ini menyebabkan 
subsidi BBM salah sasaran dalam penyalurannya (pendistribusiannya), 
karena subsidi yang tujuannya diberikan oleh kelompok yang kurang 
mampu tapi ternyata lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat 
kelas menengah maupun kelas atas, bahkan sering disalahgunakan untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi dengan membeli BBM bersubsidi 
secara besar-besaran dan dijual kembali pada pengguna BBM non 
subsidi.    
Melihat kondisi saat ini, perekonomian yang cukup tinggi di 
masyarakat pembagian dalam BBM belum merata sebagaimana yang 
dijanjikan oleh pemerintah bahwa BBM bersubsidi di berikan kepada 
masyarakat yang kurang mampu tetapi kenyataannya, BBM bersubsidi 
masih ada pengguna di kalangan masyarakat yang mampu menikmatinya. 
Oleh karena itu, pengawasan dari pemerintah sangatlah dibutuhkan di 
dalam pembagian BBM bersubsidi. Dengan adanya pengawasan dari 
pemerintah dalam pembagian BBM ini akan menguntungkan dari pihak 
kalangan bawah. Kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang ingin 
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mengambil keuntungan dari permasalahan ekonomi saat ini akan 
berkurang dari penimbunan BBM. 
Salah satu contoh kasus  penimbunan Migas di Kota Semarang 
yang dikutip penulis dari laman web Nasional Kompas pada tanggal 27 
April 2015, sebelumnya tim Badan Reserse Kriminal Polri menyita 45 ton 
solar di tempat penimbunan BBM ilegal di Jalan Sawah Besar XII, 
Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah, 
Selasa (16/4/2013). Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap 5 
tersangka. Salah satu yang diamankan yakni SW alias P sebagai pemilik 
dan empat pekerjanya. Hasil penyelidikan sementara, BBM didapat dari 
PT. Logam Mulia yang berlokasi di Desa Peleng Batang. Penampungan 
per hari mencapai 50 ton. Setelah itu BBM akan didistribusikan ke 
sejumlah industri di daerah Jawa Tengah. "Jadi ada korelasi antara 
penimbunan BBM dan PT resmi yang mungkin bersertifikat dari Pertamina 
yang berlokasi di Desa Peleng Batang," kata Suhardi. Suhardi 
menambahkan, tersangka memiliki izin transportir dan izin niaga terbatas 
atas nama PT Pontas Anugerah Khatulistiwa. Pengakuan tersangka, 
pembelian BBM seharga Rp 5.900 itu kemudian dijual dengan harga Rp 
9.700 hingga Rp 10.000. Hal ini diduga telah berlangsung selama dua 
tahun. Pihak kepolisian, lanjut Suhardi, akan menelusuri distribusi BBM 
tersebut ke sejumlah tempat. Tersangka dikenakan Pasal 55 UU Nomor 
22 Tahun 2001 tentang Migas yaitu menyalahgunakan pengangkutan 
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dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp 60 
miliar. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat judul 
“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Migas 
(Studi Kasus Putusan Nomor 35/ Pid.B/ 2014/ PN.Pangkajene)”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis 
paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana penyalahgunaan migas? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
penjatuhan hukuman Putusan Nomor 35/ Pid.B/ 2014/ 
PN.Pangkajene? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan pidana 
materil terhadap hukum penimbunan Migas . 
b. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam 
penjatuhan putusan perkara pidana Nomor 35/ Pid.B/ 2014/ 
PN.Pangkajene.  
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2. Manfaat Penelitian  
 
a. Manfaat teoritis atau pada analisis kajian normatif yang 
memberikan konstribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada 
umumnya, dan ilmu hukum khususnya hukum pidana serta dapat 
dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat 
pada masalah-masalah penerapan pada tindak pidana yang 
bersifat peraturan yang umum.  
b. Manfaat praktik, memberikan bahan masukan bagi masyarakat, 
aparat penegak hukum, dan praktisi hukum dalam praktik, agar 
melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak kejahatan 
khusus penimbunan BBM . 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Yuridis  
Tinjauan yuridis terbagi atas “tinjauan” dan “yuridis”, definisi dari 
tinjauan pemeriksaan dari suatu permasalahan yang ingin diteliti dalam 
cara pengumpulan data, pengelolahan data, analisis, kajian terhadap 
kasus tersebut, memecahkan dan memberikan suatu solusi terhadap 
kasus yang di angkat1 , sedangkan definisi yuridis adalah menurut hukum, 
secara hukum dan segi hukum yang melihat dari segala sumber hukum 
untuk memecahkan suatu permasalahan hukum tersebut2. Jadi pengertian 
tinjauan yuridis adalah analisis suatu kajian hukum dalam pengelolahan 
data kasus hukum dilapangan yang menjadi sumber dasar atas 
terpecahnya suatu persoalan hukum yang sistematis dan objektif.     
B. Hukum Pidana 
 Pengertian Hukum Pidana 
 Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap 
masalah yang akan dibahas, penulis akan mengemukakan terlebih 
dahulu beberapa pengertian hukum pidana sebagai berikut. 
1) Pengertian hukum pidana menurut pendapat para ahli:3 
a) Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa: 
                                                          
                1https://drummerfan.wordpress.com/2010/03/25/perbedaan-mekanisme-proses-tinjauan-
analisis-dan-evaluasi/ 
              2 http://kamusbahasaindonesia.org/yuridis 
             3 EY.Kanter dan R. Sianturi.Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 
Alumni AHM-PTHM. Jakarta. 1986. Hlm 12-14 
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Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata 
“pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh intansi yang 
berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang 
tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari 
dilimpahkan. 
 
b) WLG. Lemaire mengemukakan bahwa: 
Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi 
keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh 
pembentuk Undang-undang (selanjutnya disingkat uu)) telah 
dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu 
penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga 
dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system 
norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang 
mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 
dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) 
dan dalam keadaaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat 
dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat 
dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (pengertian ini 
tampaknya dalam arti hukum pidana materiel).  
 
c) WFC. Hattum mengemukakan bahwa: 
Hukum pidana (positif) adalah suatu keseluruhan dari asas-asas 
dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu 
masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai 
pemelihara dan ketertiban hukum umum telah melarang 
dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum 
dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-
peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus 
berupa hukuman.      
 
d) WPJ. Pompe mengemukakan bahwa: 
Hukum pidana adalah hukum dari hukum, biasanya diartikan 
sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang 
sedikit banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan-
keadaan yang bersifat konkret.    
 
e) Kansil mengemukakan bahwa: 
 
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang 
pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap 
kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman 
yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. 
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Meskipun para ahli tersebut diatas yang menyatakan 
pendapatnya tentang pengertian hukum pidana dan ada kalanya 
saling bertentangan, pada pokoknya dapat dirumuskan bahwa yang 
dimaksud dengan hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur 
tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat 
dihukum dengan pidana yang ditentukan menurut uu, dan terhadap 
siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan, dan mampu 
bertangung jawab atas kesalahan tersebut.4 
1. Pembagian Hukum Pidana 
Dalam perkembangannya, hukum pidana dibedakan dalam 
beberapa bentuk, sebagaimana didasarkan:5 
a) Materi yang diatur: 
 
Hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum 
pidana formil. Jika hukum materiil terdiri dari perbuatan apa saja 
yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan apa 
hukuman yang dapat dijatuhkan, maka hukum pidana formil 
berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum pidana 
materiil itu. 
  
b) Sumber diaturnya: 
 
Hukum pidana dibedakan ke dalam hukum pidana umum dan 
hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum 
pidana yang terdapat dalam KUHPidana dengan istilah lain 
hukum pidana yang terkodifikasi, sedangkan hukum pidana 
khusus adalah semua aturan hukum pidana yang diatur di luar 
KUHPidana. 
 
 
 
 
                                                          
          4 Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia. PT Refika Aditama, Bandung. 2011. Hlm 9 
           5 Ibid. Hlm 13-18 
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c) Kepada siapa berlakunya: 
 
Hukum pidana dibedakan juga ke dalam hukum pidana umum 
(dalam arti berlaku untuk semua golongan) dan hukum pidana 
khusus (dalam arti berlaku hanya untuk golongan tertentu). 
 
 
d) Wilayah berlakunya: 
 
Hukum pidana dapat dibedakan ke dalam hukum pidana 
nasional dengan hukum pidana lokal. Hukum pidana nasional, 
berlaku sebagai hukum positif yang berlaku di seluruh wilayah 
Negara, sedangkan hukum pidana lokal berlaku hanya pada 
daerah tertentu saja. 
 
e) Hukum pidana positif dan hukum pidana yang dicita-citakan: 
 
Seperti pengertian hukum positif secara umum, maka hukum 
pidana positif yang dimaksud hukum berlaku pada waktu 
tertentu dan pada wilayah tertentu. Jika hukum positif yang 
disebut juga ius constitutum, maka lawannya adalah hukum 
yang dicita-citakan atau ius costituendum, dalam hal ini adalah 
Rancangan KUHPidana Nasional. 
 
f) Hukum pidana Internasional dan hukum pidana Nasional: 
 
Secara umum yang dimaksud dengan hukum pidana 
internasional adalah ketentuan hukum nasional dan 
internasional yang mengatur tindak pidana internasional dan 
cara penegakan hukumnya, termasuk kerja sama internasional 
yang harus dilakukan dalam penegakan hukum tersebut.6 
Berbeda dengan hukum pidana nasional yang berlaku untuk 
Negara tertentu dan bersumber dari hukum pidana nasional 
dalam kerangka sistem hukum suatu Negara, hukum pidana 
internasional berlaku secara universal dan sumber hukumnya 
adalah hukum internasional. 
 
g) Berdasarkan Bentuknya: 
 
Lazim disebut juga istilah hukum pidana tertulis dipadankan 
dengan hukum pidana tidak tertulis.7 
                                                          
         6 Shinta Agustina. Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek. Universitas Andalas 
Press. Padang.  2006. Hlm 40 
         7 Erdianto Effendi. Op.cit. Hlm 26 
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C. Tindak Pidana (Strafbaarfeit) 
1. Istilah Tindak Pidana 
   Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah  
strafbaarfeit dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada 
terjemahan resmi strafbaarfeit. Terjemahan atas istilah strafbaarfeit ke 
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah 
misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh 
dihukum, perbuatan pidana, strafbaarfeit dan sebagainya.8 
   Menurut Adami Chazawi9, ada beberapa istilah yang sering 
digunakan sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit baik yang 
digunakan dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam 
literature hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit antara 
lain adalah sebagai berikut: 
a) Tindak Pidana: 
Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan 
perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, 
seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya 
disingkat UURI) Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta dan 
beberapa ketentuan perundangan lainnya. 
 
b) Peristiwa Pidana: 
 
Beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna, H. J van 
Schravendijk, A. Zainal Abidin menggunakan istilah peristiwa 
pidana. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan 
istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar 
Sementara 1950 (selanjutnya disingkat UUDS 1950). 
 
                                                          
           8 Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung. Hlm 97. 
            9 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 
2005. Hlm 67 
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c) Delik: 
 
Sebenarnya, delik berasal dari bahasa latin delictum dan 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud 
dengan strafbaarfeit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai 
literature yang ditulis oleh beberapa para ahli hukum seperti E. 
Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni 
peristiwa pidana. Begitupun juga A. Zainal Abidin Farid 
menggunakan istilah ini, serta Moeljatno juga menggunakan 
istilah yang sama walaupun menurut beliau lebih tepat dengan 
istilah perbuatan pidana. 
 
d) Pelanggaran Pidana dapat dijumpai dalam tulisan M. H 
Schravendijk. 
e) Perbuatan yang boleh dihukum istilah ini digunakan oleh Karni 
dan Schravendijk. 
f) Perbuatan yang dapat dihukum istilah ini digunakan oleh 
pembentuk uu dalam UU Nomor 12/ Drt Tahun 1951 Tentang 
Senjata Api dan Bahan Peledak. 
g) Perbuatan Pidana istilah ini digunakan oleh Moeljatno dalam 
berbagai tulisannya. 
   Strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Kata 
“straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” secara 
utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal 
sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah 
arti straf sama dengan recht, yang sebenarnya tidak demikian 
halnya.10 
 
                                                          
           10 Ibid. Hlm 69 
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2. Pengertian Tindak Pidana 
  Beberapa ahli pidana yang memberikan batasan atau 
pengertian terhadap tindak pidana, sebagai berikut:   
a) M. Marwan dan Jimmy P. mengemukakan bahwa:11  
Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat 
dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman 
sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya 
disingkat KUHPidana) maupun peraturan perundang-
undangan lainnya. 
 
b) Pompe mengemukakan bahwa:12   
 
Strafbaarfeit secara teoritis sebagai suatu pelanggaran 
norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 
 
c) Simons mengemukakan bahwa:13   
 
Tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan 
(handeling) yang diancam dengan pidana oleh uu, 
bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan 
dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu 
bertanggung jawab. 
 
d) Vos mengemukakan bahwa:14 
 
Tindak pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh 
peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu 
kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan 
diancam pidana. 
 
                                                          
          11 M. Marwan, SH & Jimmy P. Kamus Hukum. Reality Publisher. Surabaya. 2009. Hlm 608. 
         12 PAF.Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. 
Hlm. 182. 
          13 EY.Kanter dan R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 
Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hlm 205 
         14 Jur, Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. 
Hlm 97 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka pengertian tindak 
pidana yang dirumuskan oleh Vos apabila dibandingkan dengan 
Simons dan Van Hamel, maka rumusan Vos tidak ada sifat-sifat 
tindak pidana yang lain, seperti: sifat melawan hukum, dilakukan 
dengan orang dengankesalahan, dan orang itu mampu 
dipertanggungjawabkan.  
 Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa: 
Rumusan Vos seperti itu sama saja memberikan keterangan 
“een vierkante tafel is vierkant” (meja segi itu adalah segi 
empat), karena definisinya tidak menjepit isinya, sedangkan 
pengertian “orang” dan “kesalahan” juga tidak disinggung,15 
karena apa yang dimaksud strafbaarfeit, sebagai berikut: 
1. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum 
(schending of kreenking van een rechtsbelang)  
2. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (het in 
gevearbrengen van een rechtsbelang).16 
 
 Moeljatno mengemukakan bahwa:  
Istilah strafbaarfeit sebagai “perbuatan pidana” 
menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van 
Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:17  
1. Bahwa feit dalam strafbaar feit berarti handeling, 
kelakuan, atau tingkah laku 
2. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan 
kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi. 
Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana atau 
strafbaarfeit, adalah suatu rumusan yang memuat unsur-unsur 
tertentu yang menimbulkan dapat dipidana seseorang atau 
                                                          
         15 Roni Wiyanto. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia.  Hlm 161 
         16 Ibid. 
         17 Moeljatno. Asas- asas Hukum Pidana. Cetakan II.Rineka Cipta. Jakarta. 2002. Hlm 56 
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perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta melawan unsur-
unsur dalam uu. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
 Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik 
sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan 
perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan 
hukum apa yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan 
yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi 
berbagai jenis delik. Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis 
delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, 
sebagaimana Roni Wiyanto mengemukakan sebagai berikut:18  
1. Delik Kejahatan (Misdrijven) dan Delik Pelanggaran 
(Overtredingen) 
 
Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan 
pasal-pasal KUHPidana Indonesia yang berlaku sampai 
sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk uu tidak menjelaskan 
secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan 
delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-
syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik 
pelanggaran. KUHPidana hanya mengelompokkan perbuatan-
perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik 
kejahatan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran. 
Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan 
dan delik pelanggaran, sebagai berikut: 
 
a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah 
dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan 
dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam 
uu Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik 
hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai 
kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam uu karena 
merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat 
atau bertentangan dengan keadilan. 
                                                          
          18  Roni Wiyanto. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Mandar Maju. Bandung. Hlm 169-173 
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b. Delik Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah 
diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam uu. Delik 
pelanggaran ini, sering disebut sebagai mala quia prohibia 
atau delik uu, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai 
delik setelah dirumuskan dalam uu. 
 
2. Delik Formil (formeel delict) dan Delik Materiil (materieel 
delict) 
 
a. Delik formil (formeel delict) adalah suatu perbuatan pidana 
yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki 
rumusan dalam Pasal uu yang bersangkutan. 
b. Delik materiil (materiel delict) adalah suatu akibat yang 
dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan 
perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. yang 
dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang 
ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau dengan 
perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah 
akibatnya. 
 
3. Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa) 
 
a. Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena 
kesengajaan 
b. Delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena 
kelalaian atau kealpaan 
 
4. Delik Aduan (Klacht Delicten) dan Delik Umum (Gewone 
Delicten) 
 
a. Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan 
membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari 
orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan 
maka delik itu tidak dapat dituntut. 
b. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa 
membutuhkan adanya pengaduan. 
 
5. Delik Umum (Delicta Communia) dan Delik Khusus (Delicta 
Propria) 
 
a. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh 
setiap orang. 
b. Delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh 
orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat 
tertentu, pegawai negeri atau anggota militer. 
 
21 
 
6. Delik Commisionis, Ommisionis dan Commisionis Per 
Ommisionem Commissa 
 
a. Delik commisionis adalah suatu perbuatan yang dilarang 
oleh uu. 
b. Delik ommisionis adalah suatu perbuatan yang diharuskan 
oleh uu. 
c. Delik commisionis per ommisionem commisa adalah delik 
yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak 
berbuat sesuatu. 
 
 
7. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut 
 
a. Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali 
perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan 
diancam pidana oleh uu telah selesai dilakukan atau lebih 
selesai menimbulkan suatu akibat. 
b. Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa 
perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling 
berhubungan erat dan berlangsung terus menerus 
 
8. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran 
 
a. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk 
kepentingan politik 
b. Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai 
sifat setengah politik dan setengah umum. 
 
9. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi 
 
a. Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau 
sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya 
b. Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus 
karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat 
memperberat atau mengurangi ancaman pidananya. 
 
4. Unsur-unsur Tindak Pidana 
 Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, 
apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki unsur yang 
dirumuskan atas uu sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain, 
bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila 
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perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka 
apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak 
pidana karena arti dan maksudnya berbeda. Bilamana suatu 
perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka 
perbuatan tersebut harus memenuhi 5 unsur, sebagaimana C.S.T. 
Kancil mengemukakan, sebagai berikut:19 
1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging) 
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang 
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum) 
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada 
pelaku 
5. Kelakuan itu diancam pidana 
 Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur 
tersebut di atas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan 
seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini 
dikutipkan rumusan tindak pidana yang dijabarkan Pasal 362 
KUHPidana, yang berbunyi :  
            Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau  sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 
denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. 
 
  Unsur- unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 
362 KUHPidana, yaitu : 
1. Barangsiapa 
2. Mengambil 
3. Sesuatu barang 
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain 
                                                          
         19 C.S.T. Kancil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 
1989. Hlm 290. 
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5. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan 
hukum 
 Jadi menurut Moeljatno bahwa, dapat diketahui unsur- 
unsur tindak pidana, maka:20 
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia 
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang- undang 
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum) 
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan  
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat 
 Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur- 
unsur tindak pidana adalah:21 
a. Subjek 
b. Kesalahan; 
c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan); 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- 
undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam 
dengan pidana; 
e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya) 
 Demikian diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di 
atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak 
sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-
undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh 
hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat 
dihukum kecuali ditentukan di dalam uu. 
5. Pembedaan Tindak Pidana 
a) Mala in se dan Mala prohibita, pembedaaan delik ke dalam mala in 
se dan mala prohibita. Kelsen dalam bukunya, teori hukum murni, 
                                                          
           20 Moeljatno.Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Bina 
Aksara. Jakarta. 1983. Hlm 22-23 
           21 EY.Kanter dan R. Sianturi. Op.cit. Hlm 211 
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menyatakan bahwa perbuataan manusia tertentu adalah delik 
karena tata hukum melekatkan kepada perbuataan ini sebagai 
kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya.22 
  
b) Delik omisi dan delik comisi, dalam ilmu pengetahuan hukum 
pidana sesungguhnya dikenal pula berbagai pembedaan delik, 
diantaranya delik omisi dan comisi yang berdasar cara melakukan 
tindak pidana. Delik comisi ialah delik dengan melakukan 
perbuataan yang dilarang oleh suatu peraturaan hukum pidana, 
delik omisi ialah terjadinya delik dengan tidak melakukan 
perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan.23  
 
c) Delik formil dan delik materiel, atas dasar cara perumusannya, delik 
dibedakan antara delik formal dan meteriel, delik formil lebih 
menekankan pada dilarangnya perbuaatan, sedangkan delik 
materiel menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuataan. 
  
d) Delik mandiri dan delik berlanjut, atas dasar ada atau tindaknya 
pengulangan atau kelanjutan delik dibedakan antara delik mandiri 
dan delik berlanjut.24  
e) Tindak pidana khusus dan tindak pidana umum, pembedaan dari 
kedua tindak pidana tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana 
                                                          
          22 Hans Kelsen. Teori Murni Tentang Hukum, Dasar- dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai 
Ilmu Hukum Empirik Deskriptif, Judul Asli General Theory Of Law. Alih bahasa Soemardi. Rimdi 
Press. Jakarta. 1995. Hlm 51 
          23 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 95.  
          24  EY.Kanter dan R. Sianturi. Op.cit. 
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umum adalah pengaturan tindak pidana yang terdapat di dalam 
KUHPidana, sedangkan hukum pidana khusus adalah pengaturan 
tentang hukum pidana yang diatur di luar KUHPidana 
.  
f) Kejahatan umum dan kejahatan politi, menurut Remelink, 
kejahatan politik mereka yang dengan kesadaran menentang tertib 
hukum yang berlaku kerena pendapat tentang Negara atau hukum 
yang mereka anut, sedangkan kejahatan umum dilakukan dengan 
motivasi kepentingan diri sendiri.25  
 
D. Dasar Peraturan Hukum Migas 
Pengaturan BBM berasal dari pengolahan minyak bumi. Minyak 
bumi ini berdasarkan UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas adalah 
hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 
tempratur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin 
mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari hasil 
penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon 
lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak 
berkaitan dengan kegiatan usaha Migas.  
UUD NKRI 1945 Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa Cabang-
cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh Negara, dan ayat (3) Bumi air yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
                                                          
          25 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 73.  
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sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Mengingat 
BBM yang penguasannya dikuasai oleh Negara merupakan sumber daya 
alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang 
peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan 
kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa Negara yang 
penting, maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat 
dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan UURI Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Migas, pengertian BBM adalah: “Bahan Bakar yang berasal 
dan/atau diolah dari minyak bumi”  pengertian yang sama pula disebutkan 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disingkat 
PPRI) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran 
Badan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian BBM Dan Pengangkutan 
Gas Bumi Melalui Pipa: “Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari 
minyak bumi” 
Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa pengelolaan 
sumber daya alam yang salah satunya adalah BBM, pengelolaannya 
dikuasai sepenuhnya oleh Negara yang merupakan wujud dari pola 
pembangunan kesejahteraan yang merata. 
Dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan BBM 
yang tanpa izin dari pihak pemerintah, terdapat ketentuan pidana yang 
mengaturnya, seperti ketentuan dalam Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 
2001 Tentang Migas: 
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         Setiap orang yang melakukan: 
a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa 
izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lama) tahun dan denda paling tinggi Rp. 
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar); 
b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi  
Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar) 
c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa 
izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 
30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) 
d. Niaga sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin 
usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 
(tiga puluh miliar. 
 
Kegiatan atau usaha perniagaan ini juga tidak terlepas dari 
kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebab satu dengan 
yang lainnya mempunyai keterkaitan, kaitannya dalam hal ini adalah 
usaha perniagaan juga termasuk kategori kegiatan usaha yang 
bergerak dalam bidang perlengkapan perusahaan, sedangkan 
pengertian dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sesuai 
dengan ketentuan pada Peraturan penganti undang-undang RI 
(selanjutnya disingkat PerpuRI) Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Migas adalah: 
pasal 6 ayat (1) Kegiatan Usaha Hulu: “Suatu kegiatan  
usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha 
eksplorasi dan eksploitasi. 
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pasal 7 ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir: “Suatu kegiatan usaha 
yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha 
pengolahan, pengangkutan penyimpanan dan/atau niaga.  
E. Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana penimbunan Bakar Minyak 
Yang Bersubsidi. 
1) UURI Nomor 22 Tahun 2001 
 Dalam rangka memenuhi ketentuan UUD NKRI 1945 
tersebut, setelah empat dasawarsa sejak diberlakukannya UU 
Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Migas dan UU 
Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Migas 
Negara, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala karena 
substansi materi uu tersebut tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan sekarang maupun kebutuhan masa depan. 
 Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada 
masa yang akan datang, kegiatan usaha Migas dituntut untuk lebih 
mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam 
rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu disusun suatu uu 
tentang Migas untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-
langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas 
agar kegiatan penjualan BBM yang bersubsidi yang dapat 
terlindungi dari suatu bentuk tindak pidana. 
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 Penjelasan atas UURI Nomor 22 tahun 2001 tentang  
Minyak dan Gas Bumi penyusunan uu ini bertujuan sebagai berikut: 
a. Terlaksananya dan terkendalinya Migas sebagai sumber daya 
pembangunan yang bersifat strategis dan vital 
b. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional 
untuk lebih mampu bersaing 
c. Meningkatnya pendapatan Negara dan memberikan kontribusi 
yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, 
mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan 
Indonesia 
d. Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, 
meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat  
UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagai 
implementasi dari UURI Nomor 8 Tahun 1971, UURI Nomor 44 Prp. 
Tahun 1960, memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa 
Migas sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung dalam 
wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan 
nasional yang dikuasai oleh Negara, dan penyelenggaraannya 
dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa 
pertambangan pada kegiatan usaha hulu. Sedangkan kegiatan 
usaha hilir dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari 
pemerintah. 
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Kegiatan penjualan BBM yang bersubsidi sangat 
berpengaruh terhadap pembangunan nasional dikarenakan 
penjualan yang tidak melalui prosedur itu tentunya dapat merugikan 
dan mengurangi penghasilan Negara lewat pajak. Ketentuan yang 
terdapat dalam Perpu  tersebut juga memuat sejumlah ketentuan 
pidana yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana, 
ketentuan tersebut merupakan wujud dari pelanggaran pidana yang 
dilakukan terhadap pelanggaran yang bergerak dibidang 
pengolahan Migas dan penjualan BBM yang bersubsidi, yang mana 
pengaturannya diatur dalam BAB IX, UURI Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Migas. 
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Ketentuan hukum yang telah di uraikan di atas 
pengaturannya dilengkapi sejumlah PP yang mendukung 
terealisasinya pelaksanaan uu. Nampak jelas pengaturan tindak 
pidana dalam penjualan BBM bersubsidi juga didukung dengan 
sejumlah PP yang pada intinya juga menekankan terhadap 
perlindungan dalam bidang pengolahan, pengangkutan dan 
perlindungan Migas. 
Beberapa PPRI yang mengatur tentang Migas sebagai 
berikut: 
1) PPRI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Migas 
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2) PPRI Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas 
3) PPRI Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas 
sebagai perubahan terhadap PP Nomor 35 Tahun 2004 
4) PPRI Nomor 1 Tahun 2006 tentang “Besaran Dan Penggunaan Iuran 
Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan 
Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 
5) PPRI Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat 
Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha 
Hulu Minyak Dan Gas Bumi 
6) Perpres Nomor 9 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi  
7) Perpres Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan 
Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi  
Dalam PPRI tersebut di atas, jelas memuat substansi pokok 
mengenai ketentuan pembentukan dan status badan pelaksana, 
pengangkutan, penjualan, kekayaan, pembiayaan dan pengolahan 
organisasi, personalia serta anggaran dan rencana kerja tahunan. 
Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah 
pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas yang 
ditetapkan dengan UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas 
menegaskan bahwa Migas sebagai sumber daya alam yang 
strategis merupakan kekayaan Nasional yang dikuasai oleh Negara. 
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F. Subsidi 
Pada dasarnya subsidi merupakan suatu keuntungan yang 
didapatkan oleh produsen melalui pihak Pemerintah untuk mengurangi 
biaya produksi yang ditanggung produsen, artinya ia dapat dipandang 
sebagai kebalikan dari pajak penjualan karena subsidi dapat 
menurunkan harga. Sampai mana besarnya keuntungan yang 
diperoleh pembeli dengan adanya subsidi adalah bergantung kepada 
besarnya penurunan harga yang akan berlaku.  
Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan 
pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa 
yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau 
oleh masyarakat luas. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini 
sifatnya untuk menekan jumlah produksi yang semakin hari semakin 
meningkat.Pemberian bantuan pada dasarnya untuk melihat 
bagaimana subsidi dapat memberi manfaat kepada pembeli dan 
penjual agar biaya produksi yang semakin meningkat dapat ditekan 
dengan adanya pemberian subsidi. 
G. Penimbunan BBM 
Semakin berkembangnya kemajuan ekonomi dan perindustrian 
Indonesia membuat BBM menjadi menjadi salah satu komoditif paling 
berharga. BBM yang digunakan saat ini adalah bahan bakar fosil yang 
bersumber dari bumi. Jumlah BBM dari fosil semakin lama semakin 
menipis, hal ini juga membuat pemerintah mengambil langkah alternatif 
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dengan cara mengalihkan penggunaan BBM fosil ke bahan bakar gas 
dan bio disel. Tetapi tidak efektifnya pengalihan ini membuat 
masyarakat tetap bergantung pada bahan bakar fosil sehingga 
membuat pemerintah harus terus menerus memberikan subsidi pada 
jenis BBM tertentu.  
Penggunaan BBM bersubsidi sebenarnya sudah sangat dibatasi 
hanya untuk golongan-golongan tertentu. Pemerintah sudah 
menentukan siapa-siapa saja yang dapat menikmati BBM bersubsidi, 
tetapi dengan banyaknya permintaan bahan bakar bersubsidi 
membuat oknum-oknum tertentu melakukan tindakan penimbunan 
bahan bakar sebsubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih 
banyak.  
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Penimbunan 
berarti proses, cara, perbuatan menimbun atau mengumpulkan barang 
barang-barang. Dalam hal ini penimbunan BBM bersubsidi berarti 
tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk 
mengumpulkan bahan bakar bersubsidi dalam jumlah besar kemudian 
dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat ganda. 
Para penimbun bahan bakar bukan hanya mereka yang menimbun 
secara illegal dan tidak memiliki izin tetapi ada juga agen bahan bakar 
yang menyalahgunakan izin penyimpanan BBM bersubsidi. 
Modus yang biasa digunakan oleh penimbun BBM bersubsidi 
adalah dengan membeli BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan 
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bakar umum (SPBU) secara berpindah-pindah agar tidak dicurigai. 
Penimbun BBM bersubsidi menjual BBM bersubsidi kepada pihak-
pihak industri yang semustinya tidak menggunakan BBM bersubsidi 
melainkan menggunakan BBM khusus industri. Selain menjual pada 
pihak-pihak yang seharusnya tidak menikmati BBM bersubsidi, para 
penimbun BBM bersubsidi juga menunggu momentum yang tepat 
untuk melakuakan penimbunan yaitu kenaikan harga BBM.   
Dasar hukum untuk tindakan penimbunan sendiri sebenarnya 
sudah ada sejak tahun 1953 yaitu Pasal 5 UURI Nomor 1 Tahun 1953 
dengan di undangkan Tentang Penetapan UURI Darurat Tentang 
Penimbunan Barang-barang, UU Drt Nomor 17 Tahun 1951 yang 
berbunyi:  
1. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-
peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 2,3 dan 4 uu ini, 
termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu dihukum 
dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman 
denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah atau salah satu 
dari hukuman itu.  
2. Pelanggaran dari peraturan-peraturan percobaan berasarkan 
Pasal 2,3 dan 4 uu ini termasuk mencoba atau ikut melakukan 
pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi 1 
tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu 
rupiah atau salah satu dari hukuman ini.  
3. Perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 pasal ini 
adalah kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan 
ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran. 
  Sedangkan kejahatan yang menyangkut dengan 
penyalahgunaan BBM diatur dalam Pasal 53 UURI Nomor 22 Tahun 
2001 Tentang Migas yang berbunyi sebagai berikut:  
Setiap orang yang melakukan:  
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a. Pengelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin 
usaha pengelolahan dipidana dengan pidana paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima 
puluh miliar rupiah)  
b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa 
izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi 
Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)  
c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 
tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi 
Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)  
d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha 
niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar 
rupiah) 
  
H. Subyek Tindak Pidana Penjualan BBM  
Dalam dunia hukum perkataan orang (person) berarti pembawa 
hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut 
subyek hukum, terdiri dari: 
a. Manusia (Naturlijke Persoon) 
Sekarang boleh dikatakan tiap manusia baik warga Negara 
ataupun orang asing dengan tidak memandang agama atau 
kebudayaannya adalah subyek hukum, sebagai pembawa hak, 
manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk 
melakukan sesuatu tindakan hukum. Berlakunya manusia sebagai 
pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat 
ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih berada dalam 
kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak 
(dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukannya (untuk 
menjadi ahli waris). 
36 
 
Walaupun menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali 
dapat memiliki hak-hak akan tetapi dalam hukum tidaklah semua 
orang diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-
haknya itu. 
b. Badan Hukum (Recht persoon) 
    Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa, dapat 
melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya: dapat 
memiliki persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama 
sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Bedanya 
dengan manusia ialah, bahwa badan hukum itu tidak dapat 
melakukan perkawinan, tak dapat dihukum penjara (kecuali hukum 
denda). Berdasarkan UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas 
yang menjadi subyek adalah orang dan badan usaha. Hal ini dapat 
terlihat dalam BAB XI mengenai ketentuan pidana. 
    Seseorang/setiap orang dan korporasi/badan hukum sebagai 
subyek tindak pidana terhadap penjualan BBM dipertegas dalam 
rumusan Pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, 
yang berbunyi 
Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau 
niaga BBM yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 
Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar). 
 
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pasal 55 tersebut, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi subyek hukum 
tersebut dapat berupa sebagai pelaku, atau dikualifikasi sebagai 
37 
 
pembantu, dan juga sebagai pelaku perencana. Mengenai pembuat 
tindak pidana di atas diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 
KUHPidana dalam rumusan: 
1. Sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum: 
a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau 
turut melakukan perbuatan itu 
b. Mereka dengan pemberian, kesanggupan, 
penyalahgunan kekuasaan atau martabat, dengan 
pekasaan, ancaman atau penipuan,atau dengansengaja 
membujuk untuk melakukan perbuatan itu 
2. Tentang orang-orang tersebut dala (sub ke-2) yang telah 
dipertanggungkan kepadanya hanya perbuatan yang oleh 
mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya 
dapat diperhatikan. 
 
Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum: 
1. Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu 
kejahatan dilakukan 
2. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan 
sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan 
Berdasarkan perumusan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana di 
atas, maka yang dimaksud subyek/pelaku tindak pidana menurut 
Adami Chazawi yaitu:26 
1. Pembuat dalam pengertian dader, telah jelas ialah  
pembuat tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara 
pribadi, artinya tidak ada orang lain yang terlibat serta baik 
secara fisik (obyektif) maupun secara psikis (subyektif). 
Syaratnya ialah perbuatannya telah memenuhi semua 
unsur tindak pidana yang dirumuskan uu. Pengertian 
pembuat seperti inilah yang dimaksud “barangsiapa” pada 
setiap permulaan rumusan tindak pidana.  
2. Sedangkan pembuat dalam artian yang disebut dalam 
rumusan Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana 
                                                          
          26Adami Chazawi.Pembelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan Dan Penyertaan, Raja 
Grafisindo Persada.Jakarta. 2005. Hlm 81 
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secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan orang 
lain dalam mewujudkan tindak pidana, masing-masing 
perbuatan berduri sendiri, perbuatan mana hanyalah 
memenuhi sebagian syarat/unsur tindak pidana 
3. Para pembuat (mededader) bukanlah dader, peserta-
peserta dalam mededader tidak memenuhi syarat yang 
sama dengan syarat seorang dader. Bahwa yang sama 
ialah pertanggungjawaban pidana bagi para terlibat dalam 
mededader adalah sema dengan pertanggungjawaban 
bagi seorang dader.  
 
Dalam perkembangan hukum pidana bukan hanya manusia 
yang dianggap subyek hukum, tetapi juga Badan Hukum 
(korporasi). 
I. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah argument 
atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum 
yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik 
sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih 
dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, 
keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada 
pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur 
dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi 
dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/ 
dictum putusan hakim. 
Pertimbangan hakim dapat menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 
Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan 
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yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan fakta- fakta yuridis 
yang terungkap dalam persidangan dan oleh uu ditetapkan sebagai 
hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnnya Dakwaan jaksa 
penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-
barang bukti, dan Pasal- pasal dalam peraturan hukum pidana. 
Sedangkan pertimbangan non- yuridis dapat dilihat dari latar 
belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan 
agama terdakwa.  
Fakta- fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari 
lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana 
tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan 
bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak.  
Apabila fakta- fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang 
didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan 
doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah 
kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. 
Setelah pencantuman unsur- unsur tersebut, dalam praktek 
putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal- hal yang dapat 
meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal- hal yang 
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memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana 
sebelumnya (recidivis).  
2. Pertimbangan Sosiologis 
Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi 
hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini 
dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan 
penggali nilai- nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. 
Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah- tengah 
masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup alam masyarakat, di 
kalangan praktisi hukum, terdapat kecendrungan untuk senantiasa 
melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum 
belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan 
sejumlah asas- asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan 
normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama seklai 
dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), 
seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara 
yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut 
kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan 
dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan, faktor- faktor yang 
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harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam 
mejatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain: 
1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai- nilai yang 
hidup dalam masyarakat 
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai- 
nilai yang meringankan maupun hal- hal yang memberatkan 
terdakwa 
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup 
Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang 
dipakai di Indonesia, cara hakim dalam menentukan suatu 
hukuman kepada  terdakwa, yaitu “hakim ia harus berusaha untuk 
menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh 
terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil”. Untuk 
mencapai usaha ini, hakim harus memperhatikan: 
a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana 
yang berat atau ringan). 
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu 
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c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu 
(yang memberatkan dan meringankan) 
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah 
berulang- ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali 
ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun 
seorang yang telah berusia tinggi 
e. faktor penyebab terjadinya pelanggaran 
f. Sebab- sebab untuk melakukan pelanggaran pidana 
g. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu 
Selain melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim 
dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan dan 
mengkaitkan dengan fungsi putusan hakim sebagai a tool of social 
engineering yaitu : 
1. Fungsi social engineering (rekayasa sosial) dari hakim maupun 
putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat 
totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk 
menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian 
terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial  
2. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam 
masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika 
pengadilan menjadi penerjemahan yang tertinggi dari konstitusi. 
Kecenderungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak 
dapat dicampuri dengan kebijakan modern Badan Legislatis 
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melalui penafsiran konstitusi yang kakuh dan tidak terlalu 
objektif. Kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi 
sering melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi. 
3. Dalam sistem-sistem hukum, ditangan organ politiklah terletak 
pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakana Badan 
Legislatif sehingga fungsi Hakim menjadi relative lebih mudah. 
Fungsi tambahan dari badan pengadilan itu sebagai penafsiran 
peraturan-peraturan politik dan sebagai wasit terhadap 
tindakan-tindakan yang administratif sifatnya.  
4. Dalam penafsiran presiden dan undang-undang, fungsi 
pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran 
undang-undang harus dilakukan dengan penafsiran dengan 
sangat baik dan sangat membantu kebijakan hukum. 
5. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat 
pengendalian sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, 
maka secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya 
pakar hukum” Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah 
yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum 
kebijaksanaan.27 
 
 
 
                                                          
           27  Ahmad Ali. Menguak Tabir Hukum. Galia Indonesia. Jakarta. 2008. Hlm 158 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene pada Pengadilan 
Negeri Pangkajena dan karena lembaga tersebut berwenang dalam 
memberikan keterangan atau data penunjang dalam penulisan yang 
berhubungan dengan judul skripsi ini. 
B. Jenis dan sumber data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni: 
a) Metode Penelitian Pustaka 
Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan sejumlah 
data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, serta literatur 
lainnya yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan tulisan ini. 
b) Metode Penelitian Lapangan 
Penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara wawancara 
langsung dengan pihak-pihak yakni Hakim yang dapat memberikan 
informasi dan data dalam penulisan skripsi ini. 
C. Teknik pengumpulan data 
Dalam penulisan ini penulis menggunakan data yang berhubungan 
dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun jenis dan sumber 
data yang penulis gunakan dibagi dala 2 (dua) jenis data yaitu: 
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1) Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di 
lapangan dengan wawancara yang didapat dari Pengadilan Negeri 
pangkajene. 
2) Data Skunder 
Data Skunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian 
kepustakaan yakni Putusan dan mengumpulkan buku-buku atau kitab-
kitab bacaan yang senantiasa menunjang dalam penyusunan atau 
penulisan ini. 
D. Analisis Data 
Setelah data terkumpul dan dianggap telah mencukupi, baik dari 
data primer maupun sekunder, maka selanjutnya data tersebut dianalisis 
secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan 
secara deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PUTUSAN 
NOMOR 35/ PID.B/ 2014/ PN.PANGKAJENE 
Pada Bab ini penulis akan memaparkan dan menganalisis 
hukum pidana dalam penanganan tindak pidana terhadap penimbunan 
Migas (selanjutnya disingkat migas). 
1. Identitas Terdakwa 
Nama lengkap  : MUH. NAIM BIN HAJI TATA 
Tempat lahir   : Ma’rang Kabupaten Pangkep 
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 05 Mei 1977 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan   : Indonesia 
Tempat tinggal : Kampung Bonto Sunggu Desa  
  Pitu Sunggu Kecamatan Ma’rang  
  Kabupaten Pangkep 
Agama   : Islam 
Pekerjaan   : Wiraswasta 
Pendidikan   : SD (tidak tamat) 
2. Posisi Kasus 
Posisi kasus dalam Putusan Nomor 35/ Pid.B/ 2014/ 
PN.Pangkajene adalah sebagai berikut : 
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 Pada awalnya terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata pada hari 
Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2013 bertempat di 
Kampung Bonto Sunggu Desa Pitu Sunggu Kecamatan Ma’rang 
Kabupaten Pangkep atau setidak- tidaknya di tempat lain yang 
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkep, 
berawal ketika anggota Dit Intelkam Polda Sul-Sel saksi Alimuddin 
beserta Anggota Polsek Marang saksi Ambo Dalle, saksi 
Syamsuddin dan saksi Mufti mendapatkan informasi terdakwa 
membeli atau menjual BBM (selanjutnya disingkat BBM)  jenis solar 
tanpa dilengkapi ijin usaha niaga, sehingga saksi Alimuddin, saksi 
Ambo Dalle, saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti menuju ke rumah 
terdakwa dan ketika berada di rumah terdakwa, saksi Alimuddin, 
saksi Ambo Dalle, saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti menemukan 
417 (empat ratus tujuh belas) liter BBM jenis solar yang disimpan di 
belakang rumah terdakwa. 
 BBM jenis solar tersebut didapatkan oleh terdakwa dari 
tukang ojek yang membeli di SPBU dengan harga subsidi 
Rp.5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah), kemudian BBM jenis solar 
tersebut dibawa ke rumah terdakwa dengan rincian 6 (enam) 
jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter sebanyak 198 (seratus 
sembilan puluh delapan) liter, 8 (delapan) jerigen ukuran 25 (dua 
puluh lima) sebanyak 200 (dua ratus) liter dan 1(satu) jerigen 
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berisikan 17 (tujuh belas) liter, lalu BBM jenis solar tersebut dijual 
oleh terdakwa kepada petani tambak seharga Rp. 6.000,- (enam 
ribu rupiah) namun sama sekali tidak memiliki izin usaha 
penyimpanan dari BBM solar sejumlah tersebut. 
3. Dakwaan Penuntut Umum  
PRIMAIR :  
 Bahwa Terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata pada hari Jumat 
tanggal 28 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2013 bertempat di 
Kampung Bonto Sunggu Desa Pitu Sunggu Kecamatan Ma’rang 
Kabupaten Pangkep atau setidak-tidaknya di tempat lain yang 
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkep,  
menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang 
disubsidi Pemerintah, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara sebagai berikut : 
- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, 
berawal ketika anggota Dit Intelkam Polda Sul-Sel saksi 
Alimuddin beserta Anggota Polsek Marang saksi Ambo Dalle, 
saksi Syamsuddin dan saksi Mufti mendapatkan informasi 
terdakwa membeli atau menjual BBM jenis solar tanpa 
dilengkapi ijin usaha niaga, sehingga saksi Alimuddin, saksi 
Ambo Dalle, saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti menuju ke 
rumah terdakwa dan ketika berada di rumah terdakwa, saksi 
Alimuddin, saksi Ambo Dalle, saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti 
menemukan 417 (empat ratus tujuh belas) liter BBM jenis solar 
yang disimpan di belakang rumah terdakwa. 
- Bahwa BBM jenis solar didapatkan oleh terdakwa dari tukang 
ojek yang membeli di SPBU dengan harga subsidi Rp.5.700,- 
(lima ribu tujuh ratus rupiah), kemudian BBM jenis solar tersebut 
dibawa ke rumah terdakwa dengan rincian 6 (enam) jerigen 
ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter sebanyak 198 (seratus sembilan 
puluh delapan) liter, 8 (delapan) jerigen ukuran 25(dua puluh 
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lima) sebanyak 200 (dua ratus) liter dan 1(satu) jerigen berisikan 
17 (tujuh belas) liter, lalu BBM jenis solar tersebut dijual oleh 
terdakwa kepada petani tambak seharga Rp.6.000,- (enam ribu 
rupiah). 
  
 Perbuatan terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata sebagaimana 
yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 53 Undang-Undang 
Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Migas.  
  SUBSIDIAIR : 
 Bahwa Terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata pada waktu dan 
tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Primair, 
melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 
tanpa izin usaha pengangkutan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, 
berawal ketika anggota Dit Intelkam Polda Sul-Sel saksi 
Alimuddin beserta Anggota Polsek Marang saksi Ambo Dalle, 
saksi Syamsuddin dan saksi Mufti mendapatkan informasi 
terdakwa mengangkut BBM jenis solar tanpa dilengkapi ijin 
pengangkutan, sehingga saksi Alimuddin, saksi Ambo Dalle, 
saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti menuju ke rumah terdakwa 
dan ketika berada di rumah terdakwa, saksi Alimuddin, saksi 
Ambo Dalle, saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti menemukan 
417 (empat ratus tujuh belas) liter BBM jenis solar yang 
disimpan di belakang rumah terdakwa tanpa dilengkapi izin 
pengangkutan. 
- Bahwa BBM jenis solar didapatkan oleh terdakwa dari tukang 
ojek yang membawa ke rumah terdakwa tanpa izin usaha 
pengangkutan dengan rincian 6 (enam) jerigen ukuran 33 (tiga 
puluh tiga) liter sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) 
liter, 8 (delapan) jerigen ukuran 25(dua puluh lima) sebanyak 
200 (dua ratus) liter dan 1(satu) jerigen berisikan 17 (tujuh 
belas) liter. 
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Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam 
pidana pada Pasal 53 huruf b UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Migas. 
LEBIH SUBSIDAIR : 
 
Bahwa Terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata pada waktu dan 
tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Primair, 
melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 
tanpa izin usaha penyimpanan, perbuatan tersebut dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, 
berawal ketika anggota Dit Intelkam Polda Sul-Sel saksi 
Alimuddin beserta Anggota Polsek Marang saksi Ambo Dalle, 
saksi Syamsuddin dan saksi Mufti mendapatkan informasi 
terdakwa menyimpan BBM jenis solar tanpa dilengkapi ijin 
penyimpanan, sehingga saksi Alimuddin, saksi Ambo Dalle, 
saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti menuju ke rumah terdakwa 
dan ketika berada di rumah terdakwa, saksi Alimuddin, saksi 
Ambo Dalle, saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti menemukan 
417 (empat ratus tujuh belas) liter BBM jenis solar yang 
disimpan di belakang rumah terdakwa tanpa dilengkapi izin 
penyimpanan. 
- Bahwa BBM jenis solar didapatkan oleh terdakwa dari tukang 
ojek yang membawa ke rumah terdakwa tanpa izin usaha 
pengangkutan dengan rincian 6 (enam) jerigen ukuran 33 (tiga 
puluh tiga) liter sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) 
liter, 8 (delapan) jerigen ukuran 25(dua puluh lima) sebanyak 
200 (dua ratus) liter dan 1(satu) jerigen berisikan 17 (tujuh 
belas) liter. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam 
pidana pada Pasal 53 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Migas. 
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LEBIH LEBIH SUBSIDAIR : 
Bahwa Terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata pada waktu dan 
tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Primair, 
melakukan usaha niaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 
tanpa izin usaha niaga, Perbuatan tersebut dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, 
berawal ketika anggota Dit Intelkam Polda Sul-Sel saksi 
Alimuddin beserta Anggota Polsek Marang saksi Ambo Dalle, 
saksi Syamsuddin dan saksi Mufti mendapatkan informasi 
terdakwa membeli atau menjual BBM jenis solar tanpa 
dilengkapi ijin usaha niaga, sehingga saksi Alimuddin, saksi 
Ambo Dalle, saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti menuju ke 
rumah terdakwa dan ketika berada di rumah terdakwa, saksi 
Alimuddin, saksi Ambo Dalle, saksi Syamsuddin dan Saksi 
Mufti menemukan 417 (empat ratus tujuh belas) liter BBM jenis 
solar yang disimpan di belakang rumah terdakwa. 
- Bahwa BBM jenis solar didapatkan oleh terdakwa dari tukang 
ojek yang membawa ke rumah terdakwa dengan rincian 6 
(enam) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter sebanyak 198 
(seratus sembilan puluh delapan) liter, 8 (delapan) jerigen 
ukuran 25(dua puluh lima) sebanyak 200 (dua ratus) liter dan 
1(satu) jerigen berisikan 17 (tujuh belas) liter, kemudian BBM 
yang dibeli seharga Rp.5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah) 
dari tukang ojek akan dijual oleh terdakwa kepada petani 
tambak seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) namun tanpa 
dilengkapi dengan usaha izin niaga. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam 
pidana pada Pasal 53 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Migas. 
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4. Tuntutan Penuntut Umum 
  Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya Ketua 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan Terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata tidak terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwaan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 55 UU 
RINomor 22 Tahun 2001 tentang Migas maupun Dakwaan 
Subsidair melanggar Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Migas 
 
2. Membebaskan Terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata tersebut dari 
Dakwaan Primair maupun Dakwaan Primair tersebut 
 
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata telah terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyimpanan 
BBM jenis solar tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana 
Dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 53 huruf c UU Nomor 
22 Tahun 2001 tentang Migas 
 
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan 
penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan 
denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)  subsidair 
kurungan pengganti selama 1(satu) bulan dengan perintah agar 
terdakwa tetap berada dalam tahanan 
 
5. Menyatakan barang bukti berupa : 
- Uang tunai sebesar Rp.1.862.000,- (satu juta delapan ratus 
enam puluh dua ribu rupiah) sebagai hasil lelang barang bukti 
solar sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) liter pada 
Tahap Penyidikan setelah dipotong pajak sesuai Salinan 
Risalah Lelang Nomor: 905/2013 
 
DIRAMPAS UNTUK NEGARA 
Sementara barang bukti berupa : 
- 1(satu) botol aqua ukuran sedang berisi solar yang disisihkan 
dari solar yang telah dilelang 
- 15 (lima belas) jerigen yang kemudian disisihkan menjadi 
menjadi 1(satu) jerigen, karena jerigen selebihnya ikut 
terlelang sebagai tempat dari solar yang dilelang tersebut 
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DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN 
 
6. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa Muh. Naim Bin 
Haji Tata sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 
 
5. Amar Putusan  
Membebankan kepada Terdakwa  membayar biaya perkara 
masing-masing sejumlah Rp Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 
Membebankan biaya perkara kepada negara (pilih salah satu) 
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Pangkajene pada hari senin, tanggal 4 juni 2014, 
oleh Arwana, SH. sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, SH. MH, dan 
Amir Mahmud, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 
4 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota 
tersebut, dibantu oleh Ramli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan 
Negeri Pangkajene serta dihadiri oleh Akbar, SH, Penuntut Umum  dan 
Terdakwa 
MENGADILI 
 
1. Menyatakan Terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata tersebut di atas, 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Migas sebagaimana dalam dakwaan primair 
 
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair 
tersebut 
 
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata tersebut di atas, 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Migas sebagaimana dakwaan subsidair 
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4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair 
tersebut 
 
5. Menyatakan Terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar 
Pasal 53 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas 
sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair 
 
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 6 bulan kurungan penjara *dan denda 
sejumlah Rp 3.000.000.000,-  (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan / penjara selama 1 (bulan)  
 
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan (apabila dijatuhi bukan pidana percobaan)   
 
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.  
 
9. Menetapkan barang bukti berupa:  
 
- Uang tunai sebesar Rp.1.862.000,- (satu juta delapan ratus 
enam puluh dua ribu rupiah) sebagai hasil lelang barang bukti 
solar sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) liter pada Tahap 
Penyidikan setelah dipotong pajak sesuai Salinan Risalah 
Lelang Nomor: 905/2013 
 
DIRAMPAS UNTUK NEGARA 
- 1(satu) botol aqua ukuran sedang berisi solar yang disisihkan 
dari solar yang telah dilelang; 15 (lima belas) jerigen yang 
kemudian disisihkan menjadi menjadi 1(satu) jerigen, karena 
jerigen selebihnya ikut terlelang sebagai tempat dari solar yang 
dilelang tersebut 
 
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN 
 
6. Analisis Penulis 
 
   Hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana 
materiil dan hukum pidana formil. Penerapan hukum pidana dalam 
kasus  ini akan ditelaah dari segi hukum pidana materiil.  
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   Menurut para ahli menjelaskan pengertian tentang pidana 
materiil sebagai berikut28:     
1. Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan hukum pidana 
materiil adalah hukum yang memuat perbuatan melanggar 
hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. 
2. Satochid Kartanegara menjelaskan hukum pidana materiil 
berisikan peraturan-peraturan tentang : 
a) Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana dengan 
hukuman (strafbarefeiten) 
b) Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan 
lain mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum 
pidana.  
c) Hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang yang 
melakukan perbuataan yang bertentangan dengan undang-
undang.    
 
  Dapat ditinjau dari dakwaan penuntut umum, dakwaan 
merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana karena 
berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan, hakim akan 
memeriksa perkara tersebut. Untuk dapat diajukan ke pengadilan, 
surat dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karna 
surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.  
  Berdasarkan putusan Nomor 35/ Pid.B/ 2014/ 
PN.Pangkajene menyatakan bahwa terdakwa Muh.Naim Bin Haji 
Tata terbukti bersalah dan melakukan perbuatan pidana melakukan 
penimbunan Migas bersubsidi.  
  Menurut penulis, surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut 
Umum dalam kasus ini telah memenuhi unsur yang telah 
didakwakan oleh Penuntut Umum yang terdapat dalam Pasal 53 
                                                          
28  Roni Wiyanto. Op.Cit. Halaman 5  
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huruf (c) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang telah 
diuraikan secara jelas dan cermat oleh penuntut umum. Dengan 
penjelasan mengenai identitas terdakwa, maupun uraian tentang 
kejadian perkara pidana, waktu dan tempat kejadiaan perkara. 
Dalam hal ini penuntut umum melihat dari pasal ketentuan pidana 
yang terdapat dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas maka 
dakwaan yang dikenakan terdakwa yaitu dakwaan lebih subsidair.  
  Melihat dan mencermati penjelasan di atas penulis 
berpendapat, bahwa dakwaan penuntut umum sudah memenuhi 
rasa keadilan bagi seorang yang melakukan tindak pidana, 
dikarenakan terdakwa juga mengakui perbuatan yang terdakwa 
lakukan telah melanggar hukum dan terdakwa siap 
mempertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukan, maka 
terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 huruf (c) 
tentang Migas, dengan unsur-unsur dalam pasal tersebut meliputi: 
1. Unsur setiap orang. 
Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terbukti 
dan terpenuhi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam 
dakwaan primair maka dalam dakwaan subsidair Majelis Hakim 
tidak perlu mempertimbangkannya lagi oleh karena unsur 
tersebut telah terbukti dan terpenuhi.  
2. Unsur Yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 
persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, 
keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta 
persesuaiannya dengan barang bukti yang diperlihatkan di 
persidangan yang kesemuanya menjelaskan adanya 
persesuaian yang mengarah pada fakta bahwa Terdakwa 
tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan 
Terdakwa menimbun/ menyimpan BBM jenis solar untuk maksud 
yang  illegal di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung 
Bonto Sunggu Desa Pitu Sunggu Kecamatan Ma’rang 
Kabupaten Pangkep sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) liter 
yang disimpan oleh Terdakwa dalam 15 (lima belas) jerigen yang 
disimpan oleh Terdakwa di belakang rumahnya; 
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap 
dipersidangan di peroleh dari keterangan saksi Mufti Bin Abd. 
Latif, saksi Ambo Dalle, saksi Syamsuddin, saksi Alimuddin, 
saksi Amran Rani, SE, saksi Makmur, masing-masing dibawah 
sumpah serta keterangan terdakwa, bukti surat satu dan lainnya 
saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa terdakwa diketahui 
telah menyimpan minyak solar 417 (empat ratus tujuh belas) liter 
yang disimpan dalam 15 (lima belas) jerigen yang disimpan oleh 
Terdakwa di belakang rumah Terdakwa, dengan demikian Unsur 
Yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan telah terbukti dan 
terpenuhi.  
Berdasarkan unsur  diatas sudah jelas bahwa, ada beberapa 
dakwaan yang dituntutkan pada terdakwa oleh penuntut umum 
yaitu dakwaan primair, dakwaan subsidair, dakwaan lebih 
subsidair, dan dakwaan lebih lebih subsidair. Tetapi dari 
dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap 
terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tidak terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwaan dalam dakwaan primair dan subsidair melanggar 
Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas maupun 
dakwaan subsidair melanggar Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Migas. Dakwaan Penuntut Umum yang 
memenuhi unsur yaitu dakwaan lebih subsidair telah terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyimpanan 
BBM jenis solar tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana 
dalam dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 53 huruf c UU 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.  
B. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Penjatuhan 
Hukuman dalam Putusan No. 35/ Pid.B/ 2014/ PN.Pangkajene.  
Pertimbangan hukum oleh hakim majelis dalam penjatuhan 
putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak 
hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga 
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pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang 
terjadinya kejahatan atau yang lebih urgen lagi adalah pertimbangan 
nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena dampak 
langsung akibat kejahatan yang dilakukan seseorang sehingga hakim 
dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan cara dan alat-alat 
bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan 
keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai 
sumber dari segala hukum. 
Aspek- aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang 
didakwakan merupakan hal yang penting dalam putusan hakim. Hal ini 
dikarenakan pada hakikatnya, pertimbangan yuridis merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan 
terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana 
yang didakwakan oleh jaksa/ penuntut umum. Sehingga dapat 
dikkmatakan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut secara 
langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim. 
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan 
hakim dalam putusan kasus Nomor 35/ Pid.B/ 2014/ PN.Pangkajene, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Hakim 
Mengenai kasus yang penulis teliti ini, dalam putusan Majelis 
Hakim dimana terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata  dinyatakan telah 
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terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
penimbunan Migas Bersubsidi. 
Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim 
terhadap tindak pidana penimbunan Migas Bersubsidi yang 
dilakukan oleh terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata adalah sebagai 
berikut: 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh 
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai 
berikut:  
 
PRIMAIR : 
 
Bahwa Terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata pada hari Jumat tanggal 
28 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain pada bulan Juni Tahun 2013 bertempat di Kampung 
Bonto Sunggu Desa Pitu Sunggu Kecamatan Ma’rang Kabupaten 
Pangkep atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk 
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkep,  
menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang 
disubsidi Pemerintah, Perbuatan tersebut dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
 
- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, 
berawal ketika anggota Dit Intelkam Polda Sul-Sel saksi 
Alimuddin beserta Anggota Polsek Marang saksi Ambo Dalle, 
saksi Syamsuddin dan saksi Mufti mendapatkan informasi 
terdakwa membeli atau menjual BBM jenis solar tanpa 
dilengkapi ijin usaha niaga, sehingga saksi Alimuddin, saksi 
Ambo Dalle, saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti menuju ke 
rumah terdakwa dan ketika berada di rumah terdakwa, saksi 
Alimuddin, saksi Ambo Dalle, saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti 
menemukan 417 (empat ratus tujuh belas) liter BBM jenis solar 
yang disimpan di belakang rumah terdakwa. 
- Bahwa BBM jenis solar didapatkan oleh terdakwa dari tukang 
ojek yang membeli di SPBU dengan harga subsidi Rp.5.700,- 
(lima ribu tujuh ratus rupiah), kemudian BBM jenis solar tersebut 
dibawa ke rumah terdakwa dengan rincian 6 (enam) jerigen 
ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter sebanyak 198 (seratus sembilan 
puluh delapan) liter, 8 (delapan) jerigen ukuran 25(dua puluh 
lima) sebanyak 200 (dua ratus) liter dan 1(satu) jerigen berisikan 
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17 (tujuh belas) liter, lalu BBM jenis solar tersebut dijual oleh 
terdakwa kepada petani tambak seharga Rp.6.000,- (enam ribu 
rupiah). 
Perbuatan terdakwa MUH. NAIM BIN HAJI TATA sebagaimana 
yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 UU Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Migas. 
SUBSIDIAIR : 
 
Bahwa Terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata pada waktu dan tempat 
sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Primair, 
melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
23 tanpa izin usaha pengangkutan, Perbuatan tersebut dilakukan 
oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, 
berawal ketika anggota Dit Intelkam Polda Sul-Sel saksi 
Alimuddin beserta Anggota Polsek Marang saksi Ambo Dalle, 
saksi Syamsuddin dan saksi Mufti mendapatkan informasi 
terdakwa mengangkut BBM jenis solar tanpa dilengkapi ijin 
pengangkutan, sehingga saksi Alimuddin, saksi Ambo Dalle, 
saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti menuju ke rumah terdakwa 
dan ketika berada di rumah terdakwa, saksi Alimuddin, saksi 
Ambo Dalle, saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti menemukan 
417 (empat ratus tujuh belas) liter BBM jenis solar yang 
disimpan di belakang rumah terdakwa tanpa dilengkapi izin 
pengangkutan. 
- Bahwa BBM jenis solar didapatkan oleh terdakwa dari tukang 
ojek yang membawa ke rumah terdakwa tanpa izin usaha 
pengangkutan dengan rincian 6 (enam) jerigen ukuran 33 (tiga 
puluh tiga) liter sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) 
liter, 8 (delapan) jerigen ukuran 25(dua puluh lima) sebanyak 
200 (dua ratus) liter dan 1(satu) jerigen berisikan 17 (tujuh 
belas) liter. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana 
pada Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. 
 
LEBIH SUBSIDAIR : 
Bahwa Terdakwa MUH. NAIM BIN HAJI TATA pada waktu dan 
tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Primair, 
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melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
23 tanpa izin usaha penyimpanan, Perbuatan tersebut dilakukan 
oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, 
berawal ketika anggota Dit Intelkam Polda Sul-Sel saksi 
Alimuddin beserta Anggota Polsek Marang saksi Ambo Dalle, 
saksi Syamsuddin dan saksi Mufti mendapatkan informasi 
terdakwa menyimpan BBM jenis solar tanpa dilengkapi ijin 
penyimpanan, sehingga saksi Alimuddin, saksi Ambo Dalle, 
saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti menuju ke rumah terdakwa 
dan ketika berada di rumah terdakwa, saksi Alimuddin, saksi 
Ambo Dalle, saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti menemukan 
417 (empat ratus tujuh belas) liter BBM jenis solar yang 
disimpan di belakang rumah terdakwa tanpa dilengkapi izin 
penyimpanan. 
- Bahwa BBM jenis solar didapatkan oleh terdakwa dari tukang 
ojek yang membawa ke rumah terdakwa tanpa izin usaha 
pengangkutan dengan rincian 6 (enam) jerigen ukuran 33 (tiga 
puluh tiga) liter sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) 
liter, 8 (delapan) jerigen ukuran 25(dua puluh lima) sebanyak 
200 (dua ratus) liter dan 1(satu) jerigen berisikan 17 (tujuh 
belas) liter. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana 
pada Pasal 53 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas 
 
LEBIH LEBIH SUBSIDAIR : 
 
Bahwa Terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata pada waktu dan tempat 
sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Primair, 
melakukan usaha niaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 
tanpa izin usaha niaga, Perbuatan tersebut dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, 
berawal ketika anggota Dit Intelkam Polda Sul-Sel saksi 
Alimuddin beserta Anggota Polsek Marang saksi Ambo Dalle, 
saksi Syamsuddin dan saksi Mufti mendapatkan informasi 
terdakwa membeli atau menjual BBM jenis solar tanpa 
dilengkapi ijin usaha niaga, sehingga saksi Alimuddin, saksi 
Ambo Dalle, saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti menuju ke 
rumah terdakwa dan ketika berada di rumah terdakwa, saksi 
Alimuddin, saksi Ambo Dalle, saksi Syamsuddin dan Saksi Mufti 
menemukan 417 (empat ratus tujuh belas) liter BBM jenis solar 
yang disimpan di belakang rumah terdakwa. 
- Bahwa BBM jenis solar didapatkan oleh terdakwa dari tukang 
ojek yang membawa ke rumah terdakwa dengan rincian 6 
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(enam) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter sebanyak 198 
(seratus sembilan puluh delapan) liter, 8 (delapan) jerigen 
ukuran 25(dua puluh lima) sebanyak 200 (dua ratus) liter dan 
1(satu) jerigen berisikan 17 (tujuh belas) liter, kemudian BBM 
yang dibeli seharga Rp.5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah) dari 
tukang ojek akan dijual oleh terdakwa kepada petani tambak 
seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) namun tanpa dilengkapi 
dengan usaha izin niaga. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana 
pada Pasal 53 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. 
 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, 
Terdakwa telah mengerti dan tidak  mengajukan keberatan: 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya 
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 
1) Mufti Bin Abd. Latif, di bawah sumpah menurut agama Islam di 
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga dengannya 
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Marang Kabupaten 
Pangkep 
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 
21.00 wita sementara mendampingi Anggota Intel Polda Sul-
Sel untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa yang 
beralamat di Kampung Bontosunggu Desa Pitu Sunggu 
Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep tentang informasi 
mengenai adanya BBM jenis Solar yang disimpan di 
belakang rumah milik Terdakwa, dan saat itu saksi bersama 
Syamsuddin dan Ambo Dalle yang menemani anggota Intel 
dari Polda Sul-Sel 
- Bahwa sewaktu di rumah Terdakwa tersebut, ditemukan 
BBM jenis Solar sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) liter 
yang tersimpan dalam 15 (lima belas) jerigen 
- Bahwa saat tersebut, Terdakwa saat itu sedang tidak berada 
di rumahnya, namun sesuai penjelasan orang di rumah 
Terdakwa bahwa solar tersebut adalah milik Terdakwa dan 
Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin usaha 
penyimpanan dari BBM solar sejumlah tersebut  
 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 
menyatakan tidak keberatan 
 
2) Ambo Dalle, di bawah sumpah menurut agama Islam di 
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
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- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga dengannya 
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Marang Kabupaten 
Pangkep 
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 
21.00 wita saksi bersama Anggota Intel Polda Sul-Sel 
menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung 
Bontosunggu Desa Pitu Sunggu Kecamatan Ma’rang 
Kabupaten Pangkep 
- Bahwa  di belakang rumah milik Terdakwa, ditemukan 
Terdakwa menyimpan BBM jenis Solar sebanyak 417 
(empat ratus tujuh belas) liter yang tersimpan dalam 15 (lima 
belas) jerigen 
- Bahwa Saksi selanjutnya mengamankan barang bukti yang 
ditemukan tersebut dan memasang police line di tempat 
kejadian perkara  
 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 
menyatakan tidak keberatan 
 
3) Syamsuddin, di bawah sumpah menurut agama Islam pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga dengannya 
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Marang Kabupaten 
Pangkep 
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 
21.00 wita saksi bersama Anggota Intel Polda Sul-Sel 
menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung 
Bontosunggu Desa Pitu Sunggu Kecamatan Ma’rang 
Kabupaten Pangkep tentang informasi mengenai adanya 
BBM jenis Solar yang disimpan di belakang rumah milik 
Terdakwa 
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut, ditemukan Terdakwa 
menyimpan BBM jenis Solar sebanyak 417 (empat ratus 
tujuh belas) liter yang tersimpan dalam 15 (lima belas) 
jerigen 
 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 
menyatakan tidak keberatan 
 
4) Alimuddin, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan 
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
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- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan  keluarga dengannya 
- Bahwa Saksi adalah Anggota Subdit IV Intelkam Polda Sul-
Sel 
- Bahwa  pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 
21.00 wita bersama dengan anggota Polsek Marang 
Pangkep yaitu Ambo Dalle, Syamsuddin dan Mufti telah 
menemukan aktifitas penyimpanan BBM jenis Solar oleh 
Terdakwa sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) liter yang 
tersimpan dalam 15 (lima belas) jerigen di belakang rumah 
Terdakwa yang beralamat di Kampung Bontosunggu Desa 
Pitu Sunggu Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep 
- Bahwa Saksi berdasarkan adanya informasi dari jaringan 
Intelijen 
 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 
menyatakan tidak keberatan 
 
5) Amran Rani, SE, di bawah sumpah menurut agama Islam di 
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
 
- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan 
keluarga dengannya 
- Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP 
Saksi tanggal 29 Nopember 2013, dan tanda tangan yang 
tertera dalam BAP Saksi tersebut benar tanda tangan saksi, 
kemudian saat memberikan keterangan saksi tidak dipaksa 
dan tidak ditekan 
- Saksi adalah Kepala Seksi Bina Kelembagaan pada Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep yang bertugas 
melakukan penerbitan surat rekomendasi dan kartu rekap 
pembelian BBM jenis solar kepada konsumen pengguna 
BBM solar bersubsidi di wilayah Kabupaten Pangkep yang 
akan melakukan pembelian BBM Solar di SPBU dengan 
menggunakan jerigen 
- Bahwa surat rekomendasi dan kartu rekap pembelian BBM 
jenis Solar yang digunakan oleh konsumen pengguna untuk 
membeli Solar di SPBU hanya diperuntukkan untuk 
pemakaian BBM sesuai kebutuhan seperti misalnya untuk 
petani tambak maksimal 200 (dua ratus) liter per bulan, dan 
BBM jenis Solar yang yang dibeli dengan surat rekomendasi 
tersebut sama sekali tidak dibolehkan untuk dijual karenya 
hanya diperbolehkan untuk digunakan sendiri  
- Pembelian BBM jenis Solar dengan menggunakan surat 
rekomendasi tersebut setiap harinya harus sesuai dengan 
kebutuhan 
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- Sesuai data yang ada pada Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Pangkep, Terdakwa pernah mengajukan 
permohonan penerbitan surat rekomendasi dan kartu rekap 
untuk pembelian BBM jenis solar dari Kepala Desa Pitu 
Sunggu 
 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 
menyatakan tidak keberatan 
 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 
keterangan Ahli yang diberikan di bawah sumpah di hadapan 
Penyidik  dibacakan di persidangan setelah mendapat persetujuan 
dari Majelis Hakim dan Terdakwa yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
 
- Ahli dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan 
dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Bagian Umum dan 
Kepegawaian selaku Koordinator PPNS Migas BPH Migas an. 
Kepala BPH Migas Nomor: 347/07.12/DBM/BPH/2012 Tanggal 
16 Juli 2013 
- Ahli bekerja di Direktorat BBM- BPH Migas sebagai Kepala 
Subdit Pengawasan BBM 
- Riwayat pendidikan ahli sebagai berikut : 
1. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Tahun 
1985; 
2. Lulusan Scuola Enrico Mattei Milan Italia Tahun 1990-1991 
Riwayat jabatan : 
1. Tahun 1987 s/d 2005 sebagai Auditor di Kementrian ESDM 
2. Dari Tanggal 01 Juni 2005 sampai dengan sekarang sebagai 
anggota kelompok kerja wilayah I Direktorat BBM BPH 
Migas di Jakarta 
- Ahli berpendapat bahwa dalam Bab I Pasal 1 ayat (4) UU 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas disebutkan, bahwa BBM 
(BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan / atau dioleh dari 
minyak bumi, sedang yang dimaksud dengan jenis BBM tertentu 
(BBM yang disubsidi Pemeirntah) adalah bahan bakar yang 
berasal dan/tau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan 
dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain 
dengan jenis, standard an mutu(spesifikasi), harga, volume dan 
konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden (selanjutnya disingkat 
Perpres) Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas 
Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang penyediaan dan 
pendistribusian jenis BBM tertentu 
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- Ahli berpendapat bahwa dalam Bab III Pasal 12 Peraturan 
Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 36 Tahun 2004 
tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, yang dimaksud dengan 
Kegiatan Usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan 
pemindahan minyak bumi, gas bumi, BBM, bahan bakar gas, 
dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air , dan/atau udara 
termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu 
tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial, untuk kegiatan 
usaha penyimpanan adalah usaha yang meliputi kegiatan 
penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran 
minyak bumi, BBM, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan 
pada lokasi di atas dan/atau dibawah permukaan tanah 
dan/atau permukaan air untuk tujuan komersil sedangkan 
kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, 
penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, 
termasuk niaga gas bumi melalui pipa, sedangkan 
pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpa izin usaha 
adalah kegiatan di bidang hilir migas yang tidak memiliki izin 
usaha pengangkutan, penyimpanan dan izin usaha niaga dari 
pemerintah 
- Yang dimaksud BBM (BBM) yang disubsidi Pemerintah adalah 
BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu 
(premium, kerosene/minyak tanah, solar) konsumen tertentu 
dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Perpres 15 Tahun 2012 tentang 
harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu 
- Ahli berpendapat, setiap orang dapat diartikan bahwa setiap 
warga negara Indonesia dan warga negara asing yang 
berdomisili di wilayah hukum Indonesia wajib tunduk dan taat 
kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya 
orang-orang yang terkait kontrak kerjasama dengan Badan 
Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga, seperti PT. Pertamina 
(Persero) atau Badan Usaha lain yang ditunjuk sebagai 
penyedia jenis BBM tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah), 
akan tetapi termasuk juga orang-orang yang tidak terkait kontrak 
kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) 
- Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang  
disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau 
niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 
keuntungan perseorangan atau badan usaha denngan cara 
yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara 
sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan dapat 
dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 UU 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas 
- Bahwa BBM yang disubsidi Pemerintah dengan titik serah 
SPBU adalah untuk konsumen sasaran subsidi yang 
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menggunakan segala bentuk sarana transportasi darat yang 
digunakan untuk angkutan umum dan kendaraan bermotor milik 
instansi pemerintah/swasta atau kendaraan bermotor milik 
pribadi dengan volume pembelian paling banyak sesuai dengan 
kapasitas ruang tangki bahann bakar kendaraan yang 
bersangkutan standar pabrik dan media berupa cerigen atau 
drum untuk konsumen pengguna lain (usaha mikro, pertanian, 
perikanan dan pelayanan umum) setelah diverifikasi dan 
direkomendasikan SKPD yang membidangi sebagaimana 
dimaksud dalam lampiran Perpres Nomor 9 Tahun 2006 dan 
terakhir diubah dengan Perpres 15 Tahun 2012 tentang harga 
jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu 
- Bahwa dari fakta tindakan saudara Muh.  Naim Bin Haji Tata 
(Terdakwa) yang membeli BBM solar di SPBU Segeri melalui 
tukang ojek kemudian BBM tersebut disimpan di belakang 
rumahnya dengan menggunakan 15 (lima belas) jerigen yang 
ditemukan dan tertangkap tangan oleh Petugas Polisi Intel 
Polda Sul-Sel, menurut pendapat ahli telah terjadi kegiatan 
penimbunan BBM, sehingga kalau jenis BBM tersebut adalah 
jenis yang disubsidi Pemerintah maka telah melanggar 
ketentuan yaitu badan usaha/atau masyarakat dilarang 
melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta 
penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  7 ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 
2002 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis 
BBM tertentu 
- Menurut Ahli bahwa Terdakwa seharusnya tidak melakukan 
penyimpanan atau niaga BBM berupa solar yang disubsidi oleh 
Pemerintah sebelum memiliki perjanjian kerjasama dengan 
badan usaha yang memiliki izin usaha sebagai penyalur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 peratura pemerintah 
Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Migas 
- Dampak dari perbuatan Terdakwa adalah merugikan 
masyarakat yang menjadi konsumen pengguna akhir yang 
meelakukan pembelian langsung pada SPBU karena waktu 
pengisian menjadi lebih lama atau tidak mendapatkan BBM 
(habis) 
- Keterangan yang diberikan oleh ahli adalah keterangan yang 
benar dan dapat dipertanggung jawabkan 
 
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah 
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
 
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 
21.00 wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung 
69 
 
Bonto Sunggu Desa Pitu Sunggu Kecamatan Ma’rang 
Kabupaten Pangkep telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian 
dari Polda Sul-Sel Terdakwa menyimpan BBM jenis Solar 
sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) liter yang disimpan oleh 
Terdakwa dalam 15 (lima belas) jerigen di belakang rumah 
Terdakwa 
- Solar sejumlah tersebut dibeli oleh Terdakwa di SPBU Segeri 
dengan harga subsidi sebesar Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus 
rupiah) per liternya yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan 
jerigen yang dibawa oleh tukang ojek/bentor 
- Maksud Terdakwa membeli solar sejumlah tersebut adalah 
untuk dijual kembali kepada petani tambak dengan harga per 
liternya sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) 
- Terdakwa menggeluti bisnis jual beli solar subsidi tersebut 
sudah sekitar 3(tiga) bulan sejak Terdakwa ditangkap 
- Terdakwa membeli solar di SPBU Segeri sehari sebanyak 50 
(lima puluh) liter sampai dengan 70 (tujuh puluh) liter per hari 
- Terdakwa membeli solar di SPBU Segeri dengan menggunakan 
jerigen yang disertai dengan adanya surat rekomendasi dan 
kartu rekap pembelian BBM dari Kepala Desa Pitu Sunggu yang 
kemudian dilengkapi juga dengan surat rekomendasi dari Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pangkep dengan pembelian 
maksimal 200 liter per bulan, namun karena surat rekomendasi 
tersebut masa daluarsanya hanya sampai 5 (lima) hari, dan 
apabila sudah habis, maka harus diurus lagi surat 
rekomendasinya, sehingga Terdakwa membeli solar di SPBU 
Segeri tidak sesuai lagi dengan kebutuhan riil dan Terdakwa 
membeli sampai dengan batas maksimal yang diberikan dalam 
surat rekomendasi tersebut, padahal riil kebutuhan yang 
sebenarnya tidak sejumlah tersebut untuk digunakan sendiri 
oleh Terdakwa, melainkan ada yang dijual oleh Terdakwa 
kepada orang lain, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa 
pembelian solar atas dasar surat rekomendasi tersebut sama 
sekali tidak boleh dijual kepada orang lain 
- Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin usaha untuk penjualan 
eceran dari solar subsidi tersebut, dan juga Terdakwa sama 
sekali tidak memiliki izin usaha untuk penyimpanan solar 
sejumlah tersebut 
- Kartu rekap pembelian solar yang ikut  terlampir dalam surat 
rekomendasi tersebut yang digunakan untuk pembelian solar di 
SPBU Segeri, Terdakwa hanya menyerahkan copynya saja dan 
yang diparaf adalah copy kartu rekapnya, padahal semestinya 
yang diparaf adalah surat aslinya 
- Terdakwa juga mengetahui bahwa surat rekomendasi dan kartu 
rekap pembelian solar tersebut digunakan untuk melakukan 
pembelian solar di SPBU Segeri dengan menggunakan jerigen 
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adalah hanya untuk pembelian solar yang sesuai dengan 
kebutuhan riil atau kebutuhan yang sebenarnya dan juga hanya 
untuk digunakan sendiri, namun kenyataannyya Terdakwa 
malah menjualnya kepada orang lain dengan tujuan 
mendapatkan keuntungan 
- Terdakwa menyesali perbuatannya 
 
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang 
meringankan (a de charge) sebagai berikut ; 
6) Makmur, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan 
keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
  
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga dengannya 
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selain menjual barang 
campuran juga menjual eceran solar 
- Bahwa Terdakwa menjual eceran solar kepada masyarakat 
penggarap empang, karena lokasi SPBU jauh dengan lokasi 
garapan milik saksi 
- Bahwa Saksi pernah membeli solar dari Terdakwa sebanyak 
5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) liter per minggu dan 
terkadang juga jumlahnya tidak sejumlah tersebut dengan 
harga per liter sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) 
- Bahwa Solar yang dibeli saksi tersebut adalah digunakan 
untuk bahan bakar mesin pompa untuk memompa air  
masuk ke dalam tambak, dan itupun juga nanti digunakan 
jika tidak musim hujan, namun apabila hujan, maka mesin 
pompa tersebut tidak digunakan 
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa menjual solar kepada petani 
tambak sudah sekitar 1(satu) Tahun 
- Bahwa Setahu saksi bahwa Terdakwa membeli solar di 
SPBU dengan perantaraan tukang ojek dengan membawa 
dua jerigen ukuran masing-masing 30 liter sehingga totalnya 
sekali pembelian sebanyak 60 liter 
- Bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut, 
Terdakwa tidak keberatan 
 Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang 
bukti sebagai berikut: 
- Uang tunai sebesar Rp.1.862.000,- (satu juta delapan ratus 
enam puluh dua ribu rupiah) sebagai hasil lelang barang 
bukti solar sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) liter pada 
Tahap Penyidikan setelah dipotong pajak sesuai Salinan 
Risalah Lelang Nomor: 905/2013  
71 
 
- (satu) botol aqua ukuran sedang berisi solar yang disisihkan 
dari solar yang telah dilelang 
- 15 (lima belas) jerigen yang kemudian disisihkan menjadi 
menjadi 1(satu) jerigen, karena jerigen selebihnya ikut 
terlelang sebagai tempat dari solar yang dilelang tersebut 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti 
yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 
21.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di 
Kampung Bonto Sunggu Desa Pitu Sunggu Kecamatan 
Ma’rang Kabuupaten Pangkep, ditemukan BBM jenis solar 
yang dibelinya dengan harga subsidi di SPBU Segeri 
sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) liter yang disimpan 
dalam 15 (lima belas) jerigen yang disimpan oleh Terdakwa 
di belakang rumah Terdakwa;  
- Bahwa Terdakwa menimbun dan menyimpan solar sejumlah 
tersebut, karena Terdakwa hendak menjualnya kepada 
petani tambak di sekitar rumah Terdakwa dengan harga 
Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) padahal Terdakwa 
memperoleh solar dari SPBU Segeri tersebut dengan surat 
rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan serta 
rekomendasi dan rekap pembelian solar yang dikeluarkan 
oleh Kepala Desa Pitu Sunggu Kecamatan Marang 
Kabupaten Pangkep dengan maksud peruntukan dari solar 
tersebut adalah semestinya untuk digunakan sendiri oleh 
Terdakwa sesuai kebutuhannya 
- Bahwa Terdakwa membeli solar di SPBU Segeri dengan 
harga subsidi sebesar Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus 
rupiah) dengan menggunakan jerigen yang sekali pembelian 
dibeli sampai antara 50 (lima puluh) liter sampai dengan 70 
(tujuh puluh) liter per harinya, walaupun pembelian solar 
subsidi dengan menggunakan jerigen tersebut disertai 
dengan adanya surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan 
Kelautan Kabupaten Pangkep dan dilampiri juga 
rekomendasi dan kartu rekap pembelian solar dari Kepala 
Desa Pitu Sunggu, namun pembelian tersebut sudah tidak 
sesuai dengan kebutuhan riil dari Terdakwa yang 
semestinya digunakan sendiri dan bukan untuk dijual 
kembali 
- Bahwa Penimbunan dan penyimpanan yang dilakukan oleh 
Terdakwa terhadap solar sejumlah tersebut di rumahnya 
tanpa adanya izin usaha penyimpanan sebagaimana yang 
diwajibkan dalam ketentuan perundang-undangan 
- Bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik Nomor Lab : 1129/KKF/VII/2013 Tanggal 30 Juli 
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2013 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik 
Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar disimpulkan 
bahwa barang bukti yang ditemukan  ditimbun dan disimpan 
oleh Terdakwa yang disimpan dalam 15 (lima belas) jerigen 
setelah dilakukan pengambilan sample dan pemeriksaan  
terhadap sampel tersebut ternyata benar bahan bakar 
tersebut adalah sejenis solar sesuai spesifikasi BBM jenis 
solar Pertamina 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum 
tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya; 
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut 
Umum dengan dakwaan subsidaritas,  
Primair   : Melanggar Pasal 55 UU Nomor 22  
      Tahun 2001 tentang Migas; 
Subsidair   : Melanggar Pasal 53 huruf b UU Nomor  
      22 Tahun 2001 tentang Migas 
Lebih subsidair  : Melanggar Pasal 53 huruf c UU Nomor  
      22 Tahun 2001 tentang Migas 
Lebih lebih Subsidair : Melanggar Pasal 53 huruf d UU Nomor  
      22 Tahun 2001 tentang Migas 
Maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan 
dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal  Pasal 55 UU 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang unsur-unsurnya adalah 
sebagai berikut: 
1. Unsur Setiap orang. 
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga BBM 
yang disubsidi Pemerintah; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis 
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
Ad.1. Unsur Setiap Orang. 
 
Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana 
menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini 
manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan 
kewajiban (drager van rechten en plichten) 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II  Mahkamah Agung RI 
(selanjutnya disingkat RI), edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, 
dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 
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1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata 
“Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan 
dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum 
(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai 
pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau 
perbuatannya 
 
Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan 
dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia 
(naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak 
sebagai subyek hukum 
 
Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, 
orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah 
memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan 
bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai 
syarat subyektif dan syarat obyektif 
 
Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang 
disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah 
dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan 
mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat 
memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang 
diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya 
itu.  
 
Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan 
dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan 
identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana 
keterangan Saksi Mufti Bin Abd. Latif, saksi Ambo Dalle, saksi 
Syamsuddin, saksi Alimuddin, saksi Amran Rani, SE, saksi 
Makmur, masing-masing dibawah sumpah serta keterangan 
terdakwa sendiri bahwa terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata adalah 
orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta 
yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-
saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu 
melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung 
jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek 
hukumnya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi 
dan terbukti 
 
Ad. 2 Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM 
yang disubsidi Pemerintah; 
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Menimbang, bahwa sebagaimana dalam  Bab III pasal 12 
PP no. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, yang 
dimaksud kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan 
pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, BBM, Bahan Bakar Gas, 
dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara 
termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dari suatu tempat 
ke tempat lain untuk tujuan komersial, dan untuk kegiatan usaha 
Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 poin 12 UU RI No. 
22 Tahun 2001 tentang  Minyak dan  Gas Bumi, Pengangkutan 
adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau 
hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan 
dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa 
transmisi dan distribusi; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga 
BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan 
dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 
keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang 
merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai 
dengan ketentuan dan perundang-undangan dapat dikenakan 
sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 
2001 tentang Migas. 
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap 
dipersidangan di peroleh dari keterangan Saksi Mufti Bin Abd. Latif, 
saksi Ambo Dalle, saksi Syamsuddin, saksi Alimuddin, saksi Amran 
Rani, SE, saksi Makmur, masing-masing dibawah sumpah serta 
keterangan terdakwa, bukti surat satu dan lainnya saling 
bersesuaian ditemukan fakta bahwa terdakwa diketahui telah 
menyimpan minyak solar 417 (empat ratus tujuh belas) liter yang 
disimpan dalam 15 (lima belas) jerigen yang disimpan oleh 
Terdakwa di belakang rumah Terdakwa, dengan demikian unsur 
“yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga   bahan  
bakar minyak  yang disubsidi Pemerintah”  tidak  terbukti dan 
terpenuhi; 
Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 
55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang  Migas, maka tedakwa tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut dan oleh 
karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim 
mempertimbangkan dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal  53 
huruf b UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang  unsur-
unsurnya sebagai berikut  : 
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1) Unsur Setiap Orang; 
2) Unsur yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha  Pengangkutan. 
Ad.1. Unsur Setiap Orang. 
Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah 
terbukti dan terpenuhi sebagaimana pertimbangn Majelis hakim 
dalam dakwaan primair maka dalam dakwaan subsidair Majelis 
Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi oleh karena unsur 
tersebut telah terbukti dan terpenuhi; 
Ad. 2. Unsur yang melakukan Pengangkutan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha  Pengangkutan. 
Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang 
terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, 
keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta 
persesuaiannya dengan barang bukti yang diperlihatkan di 
persidangan yang kesemuanya menjelaskan adanya persesuaian 
yang mengara pada fakta bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh 
Petugas Kepolisian karena ditemukan Terdakwa menimbun/ 
menyimpan BBM jenis solar untuk maksud yang  illegal di rumah 
Terdakwa yang beralamat di Kampung Bonto Sunggu Desa Pitu 
Sunggu Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep sebanyak 417 
(empat ratus tujuh belas) liter yang disimpan oleh Terdakwa dalam 
15 (lima belas) jerigen yang disimpan oleh Terdakwa di belakang 
rumahnya 
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap 
dipersidangan di peroleh dari keterangan Saksi Mufti Bin Abd. Latif, 
saksi Ambo Dalle, saksi Syamsuddin, saksi Alimuddin, saksi Amran 
Rani, SE, saksi Makmur, masing-masing dibawah sumpah serta 
keterangan terdakwa, bukti surat satu dan lainnya saling 
bersesuaian ditemukan fakta bahwa terdakwa diketahui telah 
menyimpan minyak solar 417 (empat ratus tujuh belas) liter yang 
disimpan dalam 15 (lima belas) jerigen yang disimpan oleh 
Terdakwa di belakang rumah Terdakwa, dengan demikian unsur 
“yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga   bahan  
bakar minyak  yang disubsidi Pemerintah”  tidak  terbukti dan 
terpenuhi 
Menimbang, bahwa oleh karena salah satu un sur dari 
dakwaan pasal Pasal  53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 tentang 
Migas, tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka terdakwa haruslah 
dibebaskan dri dakwaan subsidair tersebut 
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim 
mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Melanggar Pasal 53 
huruf c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang  unsur-
unsurnya sebagai berikut  : 
1) Unsur Setiap orang. 
2) Unsur Yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan; 
Ad.1. Unsur Setiap Orang. 
Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah 
terbukti dan terpenuhi sebagaimana pertimbangn Majelis hakim 
dalam dakwaan primair maka dalam dakwaan subsidair Majelis 
Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi oleh karena unsur 
tersebut telah terbukti dan terpenuhi; 
Ad.2.  Unsur Yang melakukan penyimpanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan; 
Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang 
terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, 
keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta 
persesuaiannya dengan barang bukti yang diperlihatkan di 
persidangan yang kesemuanya menjelaskan adanya persesuaian 
yang mengara pada fakta bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh 
Petugas Kepolisian karena ditemukan Terdakwa menimbun/ 
menyimpan BBM jenis solar untuk maksud yang  illegal di rumah 
Terdakwa yang beralamat di Kampung Bonto Sunggu Desa Pitu 
Sunggu Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep sebanyak 417 
(empat ratus tujuh belas) liter yang disimpan oleh Terdakwa dalam 
15 (lima belas) jerigen yang disimpan oleh Terdakwa di belakang 
rumahnya; 
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap 
dipersidangan di peroleh dari keterangan Saksi Mufti Bin Abd. Latif, 
saksi Ambo Dalle, saksi Syamsuddin, saksi Alimuddin, saksi Amran 
Rani, SE, saksi Makmur, masing-masing dibawah sumpah serta 
keterangan terdakwa, bukti surat satu dan lainnya saling 
bersesuaian ditemukan fakta bahwa terdakwa diketahui telah 
menyimpan minyak solar 417 (empat ratus tujuh belas) liter yang 
disimpan dalam 15 (lima belas) jerigen yang disimpan oleh 
Terdakwa di belakang rumah Terdakwa, dengan demikian Unsur 
Yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan telah terbukti dan 
terpenuhi; 
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Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 
Pasal 53 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas telah 
terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan lebih subsidair 
telah terbukti maka dakwaan lebih lebih subsider dan seterusnya 
tidak perlu dipertimbangkan lagi; 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 
telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka 
masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan 
penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka 
perlu ditetapkan agar Terdakwa  tetap berada dalam tahanan; 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
Menimbang, bahwa barang bukti berupa  
- Uang tunai sebesar Rp.1.862.000,- (satu juta delapan 
ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebagai hasil lelang 
barang bukti solar sebanyak 417 (empat ratus tujuh 
belas) liter pada Tahap Penyidikan setelah dipotong 
pajak sesuai Salinan Risalah Lelang Nomor: 905/2013, 
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan 
atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai 
nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti 
tersebut dirampas untuk negara; 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1(satu) botol aqua 
ukuran sedang berisi solar yang disisihkan dari solar yang telah 
dilelang dan 15 (lima belas) jerigen yang kemudian disisihkan 
menjadi menjadi 1(satu) jerigen, karena jerigen selebihnya ikut 
terlelang sebagai tempat dari solar yang dilelang tersebut, yang 
telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau 
merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang 
bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; 
Keadaan  yang  memberatkan: 
Perbuatan terdakwa melanggar norma hukum; 
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Keadaan yang meringankan: 
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
mengulanginya lagi; 
Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  dijatuhi pidana  
dan terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya 
perkara maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya 
perkara;  
Memperhatikan, Pasal 53 huruf (c) UUNomor 22 Tahun 2001 
tentang Migas dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana serta Peraturan Perundang-  undangan (selanjutnya 
disingkat Perpu) lain yang bersangkutan.  
2. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir dari 
putusan hakim sepatutnya memenuhi rasa keadilan bagi semua 
pihak termasuk bagi korban kejahatan maupun pelaku kejahatan. 
Adapun beberapa pandangan yang digunakan oleh hakim dalam 
memutuskan suatu perkara atau kasus kejahatan yaitu pandangan 
normatif dan sosiologis. Pandangan normatif yang dipakai oleh 
berdasarkan oleh uu, lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh 
hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas 
minimum dan maksimum sesuai sanksi pidana yang diancamkan 
dalam pasal yang didakwakan. Dalam pandangan sosiologis hakim 
melihat unsur-unsur terdakwa untuk melakukan kejahatan dan 
hakim juga melihat apakah terdakwa melukan kejahatan tersbut 
untuk kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang banya.  
Namun yang menjadi pokok persoalan adalah hal-hal yang 
mendasari atau alasan-alasan pertimbangan hakim dalam 
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menjatuhkan putusan dalam kasus ini sehingga dapat diterima 
dengan rasa adil bagi semua pihak yang berperkara. 
Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak 
pidana yang didakwakan merupakan konteks yang penting dalam 
putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan 
pembuktian perbuatan terdakwa terhadap unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, dapat dikatakan 
bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung 
akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Selain 
pertimbangan-pertimbangan yuridis hakim juga harus melihat atau 
memperhatikan non yuridisnya. 
Dalam kasus putusan nomor 35/ Pid.B/ 2014/ 
PN.Pangkajene terdakwa Muh. Naim Bin Haji Tata dinyatakan 
dalam persidangan oleh majelis hakim terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penimbunan Migas 
yang di mana berupa solar.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim yang 
menangani kasus tersebut yaitu Andi Wilham, S.H.,MH dan Amir 
Mahmud, S.H.,MH pada tanggal 10 Agustus 2015 dikatakan 
bahwa:  
Bahwa migas adalah kebutuhan pokok yang sangat 
dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan 
mereka, di samping permintaan yang sangat besar untuk 
memenuhi kebutuhan manusia ada saja oknum atau individu 
yang melakukan pelanggaran BBM. Salah satunya penulis 
yang melakukan penelitian di daerah kepulauan pangkajene 
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mendapatkan sebuah kasus penimbunan migas yang berupa 
BBM solar, di daerah kepulauan pangkajene sudah sering 
terjadi pelanggaran penimbunan BBM  karena kebutuhan 
warga pangkajena terutama BBM solar sangatlah besar 
terutama bagi nelayan yang mata pencaharian mereka 
adalah menangkap ikan di laut. Warga yang profesinya 
sebagai nelayan tentunya sangat membutuhkan BBM solar 
untuk bisa pergi melaut menggunakan kapal oleh karna itu 
permintaan kebutuhan BBM solar warga yang bermukim di 
daerah kepulauan pastinya sangat besar  akan tetapi 
penyediaan BBM solar didaerah kepulauan sangatlah 
kurang, warga yang ingin mendapatkan bahan bakar tersbut 
harus mengambil stok bahan bakar solar di pengisian BBM 
tetapi jarak antara pemukiman warga yang dikepuluan ke 
spbu sangatlah jauh, pada daerah kepuluan pemerintah 
setempat melakukan inisiatif untuk meringakan kebutuhan 
warga nelayan dengan cara mengeluarkan surat izin dari 
kepala desa, untuk warga nelayan yang ingin mengambil 
bahan bakar solar menggunakan jerigen yang memuat 
kapasitas besar  agar warga yang pemukimannya jauh dari 
spbu diringankan untuk memenuhi kebutuhan nelayan dalam 
hal ini bahan bakar solar. Banyaknya permintaan BBM yang 
berupa solar di lingkup kepulauan maka tingkat pelanggaran 
bahan bakar solar pastilah ada karna alasan kebutuhan 
yang tidak mencukupi kebutuhan nelayan untuk bisa 
memenuhi perekonomian mereka. Di dalam alasan tersebut 
menimbulkan adanya perbuatan melawan hukum yang mana 
sudah di atur dalam uu Nomor 20 tahun 2001 tentang Migas, 
Di jelaskan adanya perbuatan melawan hukum yaitu 
melangar aturan surat izin dan melangar aturan perundang-
undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dan 
pemerintahan pusat dalam mengambil bahan bakar solar di 
spbu. Kasus seperti ini tidaklah lazim di pengadilan 
pangkajene sudah banyak kasus seperti terjadi dari 
beberapa tahun sudah ada 80% kasus kejahatan ini terjadi. 
Maka dalam hal pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim 
terhadap kasus penyalahgunaan migas itu sendiri ada 
beberapa point yang menjadi pertimbangan hakim di muka 
pengadilan yaitu hakim berpandangan normatif dan 
sosiologis, yang kita tahu bahwa sudah jelas bahwa 
pandangan normatif itu berpatokan kepada UUyang sudah 
jelas bahwa terdakwa  ini telah melanggar ketentuan pidana 
yang diatur dalam UU no 22 tahun 2001 tentang Migas. 
Sedangkan Hakim yang mempertimbangkan terdakwa dalam 
pandangan aspek sosiologis, hakim tersebut melihat bahwa 
terdakwa melakukan kejahatannya adanya unsur yang 
81 
 
meringankan yaitu terdakwa melakukan kejahatan ini karna 
dasar kebutuhan perekonomian dimana terdakwa termasuk 
warga yang kurang mampu dan juga adanya unsur untuk 
membantu masyarakat nelayan untuk gampang 
mendapatkan bahan bakar solar untuk kebutuhan mereka 
untuk mencari ikan di laut. Dalam hal ini ada tujuan hukum 
yang meringankan terdakwa yaitu adanya kemanfaatan dan 
membantu masyarakat, adapun yang memberatkan 
terdakwa sehingga terdakwa bisa dijatuhkan hukuman 
sebagaimana perbuatan terdakwa lakukan yaitu terdakwa 
telah merugikan Negara, telah terbukti melakukan perbuatan 
melawan hukum, dan juga telah merugikan di berbagai pihak 
atas perbuatan yang dia lakukan mengambil hak orang lain. 
biarpun hakim berpandangan bahwa adanya tujuan 
terdakwa untuk melakukan kejahatan ini, hakim juga melihat 
unsur yang memberatkan terdakwa oleh karena itu hakim  
tetap menjatuhkan hukuman kepada terdakwa agar ada 
proses efek jera terhadap terdakwa. 
Dalam  Putusan Nomor 35/ Pid.B/ 2014/ PN. Pangkajene terkait 
dalam penjatuhan akhir hakim terhadap terdakwa, hakim menjatuhkan 
hukuman selama 6 bulan potong penahanan selama pemeriksaan 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, menurut 
penulis dalam dakwaan penuntut umum dan putusan hakim melihat 
bahwa hakim sudah memberikan keadilan kepada terdakwa sesuai 
dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena dari hasil 
wawancara hakim, alasan yang diambil oleh hakim banyak melihat unsur 
dari latar belakang terdakwa. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim 
dalam penjatuhan hukuman yang meringakan dan memberatkan 
terdakwa, yaitu terdakwa telah menyesali perbuataanya, terdakwa juga 
telah mengembalikan hasil kejahatannya kepada negara, hakim juga 
melihat bahwa terdakwa ini melakukan kejahatan atas dasar ekonomi 
yang memberatkan dalam menghidupi keluarganya dan juga hakim 
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melihat terdakwa melakukan atas dasar membantu masyarakat nelayan 
yang terkendala dalam masalah bahan bakar solar. Dalam hal ini sikap 
hakim yang menjadi utama dalam masalah penjatuhan hukuman 
dikarenakan dalam hukum itu sendiri dalam mencari keadilan, 
hakim/penegak hukum tidak semerta-merta melihat hukum yang tertulis 
dan langsung menjatuhkan hukuman tersebut. Sebagaimana hukuman di 
dalam uu sangatlah berat dalam kondisi terdakwa tersebut. Hakim tersbut 
mengunakan padangan sosiologis dalam mempertimbangkan suatu 
penjantuhan hukuman terdakwa agar keadilan dapat ditegakkan seadil-
adilnya yang dimana setiap orang berhak mendapatkan keadilan sesuai 
apa yang dia lakukan. Yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa 
tersebut sudah melanggar norma hukum yang sudah ditetapkan, terdakwa 
juga sudah mengetahui bahwa apa yang dia lakukan adalah kejahatan 
yang merugikan banyak orang terutama Negara. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari pembahasan dan hasil pembahasan di 
atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
menurut Pasal 53 huruf (c) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Migas berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang baik melalaui 
keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun alat-alat bukti 
yang ada. Penulis juga melihat dari pertimbangan yuridis yang 
berupa dakwaan dari penuntut umum yang menggunakan 
dakwaan lebih subsidair. Dalam penjatuhan dakwaan yang 
dikenakan oleh terdakwa, sudah sesuai dengan kesalahan 
terdakwa. Akan tetapi melihat pandangan normatif tidaklah 
sebanding hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim, tetapi 
dalam ilmu hukum yang kita pelajari ada beberapa pandangan 
yang dipakai oleh hakim yang salah satunya yaitu pandangan 
sosiologis, yang mana kita melihat individu yang terjerat kasus 
apakah dia melakukan kejahatan tersebut  karena sudah 
terdesak akan tingginya ekonomi yaitu masalah biaya hidup 
atau hanya kebutuhan kesenangannya saja.  
2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Penjatuhan 
hukuman dalam putusan Nomor 35/ Pid.B/ 2014/ 
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PN.Pangkajene dalam tindak pidana penimbunan migas sudah 
tepat dengan melihat dakwaan dari penuntut umum dan perilaku 
terdakwa selama persidangan, maka Hakim dengan melihat dari 
sudut pandang sosiologis dan normatif dalam memutuskan 
pekara tersebut dengan sangat tepat dilihat dari kasus 
terdakwa, hakim melihat menimbang terlebih dahulu yang 
memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu: 
a) Keadaan yang memberatkan terdakwa : 
- Perbuataan terdakwa yang melanggar norma hukum 
b) Keadaan yang meringankan terdakwa : 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
mengulanginya lagi.  
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan 
beberapa saran, yaitu: 
1. Untuk Jaksa Penuntut Umum sebaiknya dalam menerapkan 
hukum yang paling tepat dan baik dalam hal menggunakan 
dakwaan harus lebih memperhatikan perbuataan terdakwa tidak 
serta merta memberikan dakwaan yang merugikan atau tidak 
memberikan keadilan kepada terdakwa dan dalam tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum.  
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2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa 
akan tetapi juga menggunakan analisa dalam mengukap suatu 
kejahataan yang terdakwa lakukan, yang cermat dan dengan 
tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 
3. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum 
di Indonesia agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak 
dengan tegas dan dijatuhi hukuman atau sanksi yang berat agar 
para pelaku mendapatkan efek jera untuk tidak mengulang 
perbuatannya lagi dan tidak memberikan contoh kejahataan 
kepada orang lain dengan melihat kejahatan yang di lakukan 
terdakwa tidak mendapatkan penaganan yang sebagaimana 
semestinya oleh penegak hukum. 
4. Mengaharapkan segenap masayarakat yang ikut terlibat dalam 
hal penaganan kejahatan lebih ditingkatkan dalam pengawasan 
kejahatan agar memperkecil ruang para oknum-oknum yang 
ingin melakukan kejahatan dilingkup masayarakat. 
5. Penulis juga mengharapkan karya ilmiah yang dibuat dalam 
bentuk bacaan ini bisa membantu pembaca untuk mengetahui 
lebih cermat dalam persoalan hukum itu sendiri.   
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